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ABSTRAK 

 

Skripsi ini mendiskusikan fenomena kembalinya kewenangan 

konstitusional Mahkamah Konstitusi (MK) dalam penyelesaian perselisihan 

hasil Pilkada di Indonesia. Analisis dilakukan melalui pendekatan penelitian 

normatif terhadap perubahan regulasi pasca-amandemen UUD 1945 yang 

memengaruhi peran MK dalam menangani sengketa Pilkada. Pertama, skripsi ini 

mengeksplorasi penyelesaian perselisihan hasil Pilkada sebelum MK 

mendapatkan kembali kewenangannya, dengan merinci dinamika hukum pasca-

amandemen. Kedua, skripsi mengidentifikasi potensi masalah yang mungkin 

timbul terkait dengan kembalinya kewenangan MK dalam menghadapi pemilu 

serentak 2024. 

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan 

merinci perkembangan regulasi dan keputusan MK terkait penyelesaian 

perselisihan hasil Pilkada. Temuan dari skripsi ini memberikan pemahaman 

bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang konstitusional 

terhadap penyelesaian perselisihan hasil Pilkada. 

 

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Pilkada, Penyelesaian Perselisihan, 

Kewenangan Konstitusional, Pemilu Serentak 
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ABSTRACT 

 

This thesis discusses the phenomenon of the restoration of the 

constitutional authority of the Constitutional Court (MK) in resolving disputes 

over the results of regional elections (Pilkada) in Indonesia. The analysis is 

conducted through a normative research approach to post-amendment regulatory 

changes affecting the role of MK in handling Pilkada disputes. Firstly, the thesis 

explores the resolution of Pilkada disputes before MK regains its authority, 

detailing the legal dynamics post-amendment. Secondly, it identifies potential 

issues that may arise concerning the return of MK authority in the face of 

simultaneous elections in 2024. 

This legal research uses a normative juridical approach by detailing the 

development of regulations and Constitutional Court decisions regarding the 

resolution of regional election disputes. The findings from this thesis provide an 

understanding that the Constitutional Court has constitutional authority to resolve 

disputes over regional election results. 

 

Keywords: Constitutional Court, Regional Elections, Dispute Resolution, 

Constitutional Authority, Simultaneous Elections. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Dalam paham negara hukum menurut Undang- Undang Dasar 

1945 pasca amandemen dikonsepsikan bahwa hukum memegang kekuasaan 

tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Konstitusi mengatur bahwa 

Indonesia adalah negara hukum dan sekaligus juga mengakui bahwa yang 

berkuasa adalah rakyat (demokrasi). Oleh sebab itu, prinsip negara hukum 

hendaklah dibangun dan dikembangkan menurut menurut prinsip-prinsip 

demokrasi atau kedaulatan rakyat (democratische rechtsstaat).1 

Penyelenggaraan Pilkada sebelum berada dalam rezim pemilihan 

umum (Pemilu) berada pada rezim pemerintahan daerah (Pemda). Pada saat 

itu, kewenangan untuk menangani sengketa pemilihan kepala daerah 

(Pilkada) dilaksanakan oleh Mahkamah Agung (MA). Sedangkan 

Mahkamah Konstitusi (MK) masih terfokus pada kewenangannya dalam 

menguji undang-undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 

1945) dan kewenangan lain yang bersifat konstitusional.2 Diskursus terkait 

Pemilihan Kepala Daerah terkait masuk  tidaknya dalam rezim Pemilu telah 

berlangsung sejak tahun 2004. Wacana ini muncul pasca berlakunya 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang 

menetapkan kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat.  

Menurut Anggota Dewan Pembina Pembina PERLUDEM 

(Perkumpulan untuk Demokrasi Dan Pemilu), Titi Anggraini di acara 

Podcast Demokrasi Bawaslu Kota Pangkalpinang menjelaskan terkadang 

Pilkada ada yang mengatakan sebagai "Rezim Pemda" karena pilkada 

 
1 Irvan Mawardi dan Muhammad Jufri, Keadilan Pemilu (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group 

Yogyakarta, 2019). Hlm v 
2 Ahmad Mirza Safwandy dan Moh. Nur Rasyid, “Pergeseran Rezim Sistem Pemilihan Kepala 

Daerah di Indonesia” 21, no. 03 (Desember 2019): 2. 
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merupakan turunan dari pasal 18 ayat 4 UUD 1945, sedangkan Pemilu 

sebagai "rezim Pemilu" turunan dari pasal 22E UUD 1945. Melihat 

perbedaan tersebut jangan hanya melihat perbedaan dalam penempatan 

pasal, sehingga membagi Pilkada dan Pemilu kepada dua Rezim atau 

Cluster, akan tetapi Titi Anggraini melihat perbedaan tersebut lebih kepada 

arah yang substantif. Berbeda dengan Pemilu, Pilkada dalam artian luas, 

dapat di maknakan bukan hanya sebagai pemilihan langsung, tetapi juga 

tidak langsung seperti halnya pemilihan Kepala Daerah melalui proses di 

DPRD, hal itu terkadang yang membedakan antara Pemilu dengan Pilkada, 

tetapi apabila Pilkada dilakukan dengan mekanisme pemilihan langsung 

sebenarnya tidak ada perbedaan dengan Pemilu. Karena pemilu tidak 

langsung bukan di sebut sebagai election tetapi Selection (Seleksi).3 

Salah satu praktik yang digunakan untuk menegakkan kedaulatan 

rakyat dalam konteks demokratisasi adalah penyelenggaraan Pemilihan 

Umum secara berkala berdasarkan asas bebas, langsung, umum dan rahasia. 

Pemilu merupakan amanat konstitusi, yang dalam hal ini harus dilaksanakan 

oleh pemerintah, menjamin dan melindungi kebebasan politik rakyat ketika 

menggunakan hak politiknya dalam Pemilihan Umum. Pemilu, sebagai 

praktik kekuasaan dan pemerintahan yang reguler, harus didasarkan pada 

prinsip-prinsip hukum yang adil dan nilai-nilai yang bermanfaat. 

Salah satu prinsip dasar negara hukum yang demokratis adalah 

adanya jaminan yang adil bagi rakyat dalam menjalankan kedaulatannya. 

Pemilihan umum merupakan salah satu faktor terpenting dalam negara 

demokrasi, yang memungkinkan masyarakat untuk menyalurkan 

aspirasinya, sekaligus sebagai ruang untuk mengatur kedaulatan rakyat. 

Pemilu tidak hanya memberi warga negara kesempatan untuk memilih, 

 
3 https://www.beritalain.id/detailpost/perbedaan-pilkada-dan-pemilu-titi-anggraini-pilkada-rezim-

pemda, Diakses pada tanggal 10 Februari 2023, pukul 19.00 WIB 

https://www.beritalain.id/detailpost/perbedaan-pilkada-dan-pemilu-titi-anggraini-pilkada-rezim-pemda
https://www.beritalain.id/detailpost/perbedaan-pilkada-dan-pemilu-titi-anggraini-pilkada-rezim-pemda
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tetapi juga untuk dipilih. Pemilihan umum selalu menjadi indikasi kualitas 

demokrasi suatu bangsa. Jika pemilu dapat diselenggarakan secara 

transparan, akuntabel, dan inklusif, hal ini menunjukkan bahwa proses 

demokratisasi berjalan positif (on the track).  Di sisi lain, pemilu yang 

diselenggarakan hanya memenuhi prosedur demokrasi namun tidak 

transparan, akuntabel, dan egaliter maka hal tersebut menunjukkan kualitas 

demokrasi yang masih cukup rendah. Dengan demikian, karena pemilu 

adalah sarana rakyat untuk menjalankan kedaulatannya, maka pemilu harus 

mencerminkan kehendak rakyat sebagai dasar pembentukan pemerintahan.4  

Melalui pemilu, pemerintah mendapat legimitasi untuk mengelola 

pemerintahan, sehingga salah satu fungsi dari pemilu adalah menjadi sarana 

legimitasi. Pemilu sebagai sarana legimitasi politik dengan alasan pertama, 

melalui pemilu pemerintah sebenarnya bisa meyakinkan atau setidaknya 

bisa memperbaharui kesepakatan politik dengan rakyat. Kedua, melalui 

pemerintah dapat pula mempengaruhi perilaku rakyat atau warganya. 

Ketiga, dalam dunia modern para penguasa dituntut untuk mengandalkan 

kesepakatan dari rakyat ketimbang pemaksaan untuk mempertahankan 

legimitasi.5 

Pemilu merupakan wadah di mana rakyat berdaulat dapat memilih 

wakil-wakil mereka dalam DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, dan 

anggota DPRD secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di 

Indonesia, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia. Sementara itu, Pilkada memiliki prinsip yang 

serupa dengan Pilpres. Keduanya bertujuan untuk menentukan pemimpin 

secara langsung. Pilkada sendiri diadakan untuk memilih kepala daerah, 

 
4 Irvan Mawardi, Dinamika Sengketa Hukum Administrasi Di Pemilukada (Yogyakarta: Rangkang 

Education, 2014). hlm 78-79 
5Ibid hlm 80 
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seperti Gubernur-wakil gubernur, Bupati-wakil bupati, dan Wali kota-wakil 

wali kota, yang tugasnya terbatas pada lingkup daerah tertentu.  

Dalam konteks Indonesia, amandemen Undang-Undang Dasar 

1945 yang dilakukan secara gradual di masa awal reformasi menghasilkan 

reformasi politik yang cukup signifikan. Salah satu yang cukup urgen dan 

radikal dalam amandemen UUD 1945 adalah diaturnya mekanisme 

Pemilihan Langsung untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta 

untuk pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan secara demokratis. Perubahan 

kedua Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (4) menyatakan bahwa 

Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah 

provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Penggunaan kata 

dipilih secara demokratis tersebut bersifat luwes dan memiliki dua makna 

yaitu baik pemilihan langsung maupun tidak langsung melalui DPRD 

kedua-duanya demokratis. Untuk itu keputusan Majelis Permusyawaratan 

Rakyat (MPR) dalam proses menetapkan Kepala Daerah dipilih secara 

demokratis dapat digali secara mendalam melalui risalah sidang Panitia Ad 

Hoc I badan pekerja MPR RI.6 Kata “demokratis” kemudian oleh pembuat 

undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 

diterjemahkan menjadi Pemilihan Langsung. Sehingga rakyat Indonesia 

sejak Pemilu 2004 telah memilih langsung kepala eksekutif, dalam hal ini 

Presiden/Wakil Presiden serta Kepala daerah dan wakil kepala daerah.  

Pasal 22E Ayat (2) dari Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan 

bahwa pemilihan umum diadakan untuk memilih anggota DPR, DPD, 

Presiden, Wakil Presiden, dan DPRD. Pasal ini termasuk dalam Bab VII 

yang membahas Pemilihan Umum. Dengan demikian, awalnya pemilihan 

umum dimaksudkan untuk memilih anggota legislatif (DPR, DPD, dan 

 
6 Ibid  
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DPRD) serta eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden). Pemilihan Kepala 

Daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota) awalnya tidak diatur dalam 

ketentuan pemilihan umum, tetapi masuk dalam rumpun Pemerintahan 

Daerah (Bab VI). Ini diatur dalam Pasal 18 Ayat (4) Perubahan Kedua UUD 

1945 yang menyebutkan bahwa "Gubernur, Bupati, dan Walikota, masing-

masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota 

dipilih secara demokratis." 

Namun, perkembangan berikutnya mencakup putusan Mahkamah 

Konstitusi (MK) tahun 2005 yang menyatakan bahwa Pemilihan Kepala 

Daerah (Pilkada) dapat dimasukkan ke dalam rezim pemilihan umum 

melalui pembentukan undang-undang karena merupakan kebijakan hukum 

yang sah. Setelah putusan MK ini, pada tahun 2007, disahkan Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum 

(UU Nomor 22 Tahun 2007), yang menyertakan Pilkada ke dalam kategori 

pemilihan umum dan disebut sebagai pemilihan umum kepala daerah 

(pemilukada). Pasal 1 angka 4 UU Nomor 22 Tahun 2007 menjelaskan 

bahwa "pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pemilu untuk 

memilih kepala daerah dan wakil daerah secara langsung dalam Negara 

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." 

Ketentuan ini diperkuat lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (UU Nomor 12 Tahun 2008). Pasal 236C UU Nomor 

12 Tahun 2008 menyatakan bahwa "penanganan sengketa hasil 

penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah 

oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 

18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan." Pada 

tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah 
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Konstitusi menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, 

sebagai pelaksana Pasal 236C UU Nomor 12 Tahun 2008. Sejak saat itu, 

Mahkamah Konstitusi mengurus penyelesaian perselisihan hasil 

pemilukada. 

Mulai tahun 2008, Mahkamah Konstitusi telah menangani ratusan 

sengketa hasil pemilukada. Namun, kewenangan ini pada suatu waktu 

dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi sendiri melalui Putusan Nomor 

97/PUU-XI/2013, yang kemudian diikuti dengan penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2014. 

Setelah mendapat persetujuan dari DPR dan disahkan oleh Presiden, Perpu 

tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Namun, 

kewenangan penyelesaian sengketa hasil pemilukada kemudian dihidupkan 

kembali melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Pasal 157 Ayat (3) 

UU Nomor 8 Tahun 2015 menyatakan bahwa "Perkara perselisihan 

penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh 

Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya peradilan khusus." Meskipun 

UU Nomor 8 Tahun 2015 mengamanatkan pembentukan badan peradilan 

khusus untuk menyelesaikan perkara perselisihan hasil pilkada, Mahkamah 

Konstitusi tetap memiliki kewenangan untuk menangani penyelesaian 

sengketa hasil pemilukada hingga badan peradilan khusus tersebut 

terbentuk. 

Kendati dalam perkembangan terbarunya pilkada sudah tidak 

masuk dalam rezim pemilu, skripsi ini tetap menggunakan istilah “pemilu” 

untuk menunjuk pada tiga pemilihan sekaligus, yaitu (i) pemilihan anggota 

DPR, DPD, dan DPRD (pemilihan legislatif), (ii) pemilihan presiden dan 

wakil presiden, dan (iii) pemilihan gubernur dan bupati/walikota (pilkada). 

Kendati tidak masuk dalam Pasal 22E Ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 

1945, melainkan tercantum dalam pasal berbeda, yaitu Pasal 18 Ayat (4) 
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Perubahan Kedua UUD 1945, sulit untuk menyatakan pilkada bukan 

pemilu. Sepanjang dilakukan secara langsung oleh rakyat, pilkada harus 

tetap dianggap pemilu. Terlebih hampir semua instrumen penyelenggara 

pemilu tetap digunakan dalam Pilkada, seperti KPU dan jajarannya, 

Bawaslu dan jajarannya, dan DKPP. 7 

Namun demikian, melalui Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 

85/PUU-XX/2022, menyatakan bahwa perkara perselisihan hasil pilkada 

kembali menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, dikarenakan sampai 

saat ini belum terbentuknya badan peradilan khusus untuk menyelesaikan 

perkara hasil pilkada, dimana pelaksanaan pemilu serentak nasional akan 

segera dilaksanakan. 

Berdasarkan dari uraian yang di atas, menarik minat penulis untuk 

meneliti dan menuangkannya dalam bentuk tulisan skripsi dengan judul 

“KEMBALINYA KEWENANGAN KONSTITUSIONAL MAHKAMAH 

KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL 

PILKADA”.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut, masalah yang 

akan dikaji oleh penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penyelesaian perselisihan hasil pilkada pasca perubahan 

UUD 1945 sebelum kembali menjadi kewenangan Mahkamah 

Konstitusi? 

2. Bagaimana potensi masalah yang akan terjadi terkait kembalinya 

kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian perkara 

perselisihan hasil Pilkada terhadap pemilu serentak 2024? 

 
7 Refly Harun, Pemilu Konstitusional: Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini Dan Ke Depan 

(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016). Hlm 25 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan judul penelitian, latar belakang, uraian permasalahan di atas, 

maka tujuan dari penelitian ini adalah : 

1) Untuk mengetahui penyelesaian perselisihan hasil pilkada pasca 

perubahan UUD 1945 sebelum kembali menjadi kewenangan 

Mahkamah Konstitusi. 

2) Untuk mengetahui potensi masalah yang akan terjadi terkait kembalinya 

kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian perkara 

perselisihan hasil Pilkada terhadap pemilu serentak 2024. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penulis berharap dari penelitian ini dapat memberi kegunaan secara teoritis 

maupun praktis, adapun kegunaannya sebagai berikut : 

1) Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu 

pelngeltahulan dibidang ilmul hulkulm yaitul telntang potelnsi masalah yang 

akan telrjadi telrkait kelmbalinya kelwelnangan Mahkamah Konstitulsi 

dalam pelnyellelsaian pelrkara pelrsellisihan hasil Pilkada telrhadap pelmilul 

selrelntak 2024. 

2) Kelgulnaan Praktis 

Pelnellitian ini diharapkan dapat belrmanfaat bagi instansi telrkait telntang 

kelmbalinya kelwelnangan Mahkamah Konstitulsi dalam pelnyellelsaian 

selngkelta hasil Pilkada. 

 

1.5 Metode Penelitian 

Pelngantar Pelnellitian Hulku lm Selbagai Profelsi olelh Soelrjono Soelkanto 
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melngartikan pelnellitian hulkulm selbagai sulatul kelgiatan ilmiah yang 

sistelmatik, sistelmatik, dan teloreltis. Tuljulannya adalah u lntulk melmpellajari 

satul ataul lelbih pelrmasalahan hulkulm ulntulk melnganalisisnya. Sellain itul, 

pelnellitian telrselbult julga melncaku lp analisis melnyellulrulh telrhadap fakta-fakta 

hulkulm telrkait melrelk, delngan tuljulan ulntulk melncari solulsi atas pelrmasalahan 

yang timbull dari melrelk telrselbult. 8 

Pelnggulnaan meltodel pelnellitian hulkulm dalam pelnullisan sulatul karya   

tullis ilmiah dapat   digulnakan ulntulk   melnggali, melngolah dan melrulmulskan 

bahan-bahan hulkulm yang dipelrolelh selhingga melndapat kelsimpullan yang 

selsulai delngan kelbelnaran ilmiah dalam melnjawab isul hulkulm yang dihadapi 

dan dapat dipelrtanggulngjawabkan selcara ilmiah.   Meltodel pelnellitian hulkulm 

melrulpakan proseldulr ataul langkah-langkah yang dianggap elfelktif dan 

elfelsieln. 

1.5.1 Tipe dan Sifat Penelitian 

Pelnellitian ini melru lpakan jelnis pelnellitian hulkulm normatif. 

Pelnellitian hulkulm normatif diselbult julga pelnellitian doktrinal. Dalam 

analisis hulkulm jelnis ini, hulkulm selring kali dianggap telrtullis dalam 

pelratulran pelrulndangan-ulndangan ataul hulkulm dipahami selbagai sulatu l 

kaidah ataul asas yang melnjadi standar tingkah lakul manulsia yang 

dianggap pantas.9 

Seldangkan sifat pelnellitian yang digulnakan adalah sifat 

pelnellitian delskriptif analitis, dimana pelnellitian ini melnyajikan 

gambaran yang jellas, telrstrulktulr, dan deltail telrhadap kelmbalinya 

kelwelnangan Konstitulsional Mahkamah Konstitulsi dalam pelnyellelsaian 

pelrsellisihan hasil pilkada.  

 
8 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Uniersutas Indonesia (UI Press), 

2008). hlm 42 
9 Miruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada, 2004). hlm 118 
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1.5.2 Pendekatan Penelitian 

Belrdasarkan delngan pelnellitian Ilmul Hulkulm (Lelgal Relselarch) 

yang fokuls pada Hulkulm Tata Nelgara, pelnellitian ini melnggulnakan 

meltodel pelnellitian normatif (yulridis) delngan melnggu lnakan pelndelkatan 

antara lain yaitul: 

1) Pelndelkatan ulndang-u lndang (statultel approach) dilakulkan delngan 

melnganalisis selmu la ulndang-ulndang dan relgullasi yang 

belrsangkult pault delngan isul hulkulm yang seldang ditangani atau l 

ditelliti yang belrtulmpul pada hirarki pelrulndangan-ulndangan dan 

matelri yang telrmulat di dalamnya.10 Salah satul selbagai bahan 

ruljulkan dalam pelnellitian ini, pelnullis melnganalisis Ulndang-

Ulndang No. 7 Tahuln 2017 telntang Pelmilihan Ulmulm dan 

Pultulsan Mahkamah Konstitulsi Nomor 85/PUlUl-XX/2022. 

2) Pelndelkatan historis (historical approach), dilakulkan delngan 

melnganalisis telntang apa yang seldang dipellajari pada awal 

situlasi dan pelrkelmbangan pelngatulran telntang masalah ataul isul 

yang dimaksuld. Pelnellitian ini pelnting bagi pelnelliti keltika 

pelnelliti belnar-belnar ingin melngulngkap telori dan prosels belrpikir 

itul melnciptakan selsu latul yang seldang dipellajari. 11Pelnullis ingin 

melnganalisis lelbih dalam telrkait delngan bagaimana potelnsi 

masalah yang mulngkin telrjadi dari kelmbalinya kelwelnangan 

konstitulsional Mahkamah Konstitulsi dalam melnangani 

pelrsellisihan hasil pilkada telrhadap pelmilul selrelntak 2024 

nantinya. 

3) Pelndelkatan konselptu lal (concelptulal approach), yang belrasal dari 

idel (pandangan) dan doktrin yang belrkelmbang di dalam Ilmul 

 
10 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2017). hlm 133 
11 Ibid. 
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Hulkulm. Pelmahaman telori ataul pandangan ini melnjadi 

pelnulnjang bagi para pelnelliti melmbelntulk argulmelntasi hulkulm 

ulntulk melnyellelsaikan pelrmasalahan ataul isul yang ada.12 

4) Pelndelkatan Sosiologis jul5ga digulnakan ulntulk melmbantul 

melngamati hulkulm dari selgi pelnelrapan dan elfelktivitas dari 

relgullasi yang dianalisis, gulna melngelvalulasi elfelktivitas 

pelratulran yang ditelrapkan.13 

1.5.3 Jenis Data 

Dalam penelitian hukum terdapat dua jenis data yang 

diperlukan, jenis data yang pertama disebut sebagai data primer dan 

jenis data yang kedua disebut data sekunder. 

1) Data primelr 

Data Primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh 

terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitianyang 

dilakukan langsung di dalam masyarakat.14 Sumber data primer 

yaitu data yang diambil dari sumbernya atau dari lapangan, melalui 

wawancara dengan pihak berkepentingan atau responden yang 

dapat memberikan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan 

permasalahan yang akan diteliti. 
 

2) Data sekunder  

Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data 

sekunder. Terdiri dari : 

 
12 Ibid. 
13 Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jaenal Anpm, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Lembaga 

Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010). 
14 Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, 

Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 156 
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a) Bahan hukum primer, yaitul bahan hulkulm yang melmpulnyai 

kelwelnangan hulkulm melngikat selcara ulmulm (pelrulndang-

ulndangan) ataul yang melmiliki kelkulatan melngikat bagi para 

pihak yang belrsangkultan yang belrsulmbelr dari dokulmeln 

hulkulm, dan pultulsan hakim.15 Adapuln bahan hulkulm primelr 

telrselbult, adalah selbagai belrikult: 

1. Ulndang-Ulndang Dasar Nelgara Relpulblik Indonelsia Tahu ln 

1945; 

2. Ulndang-Ulndang Nomor 32 Tahuln 2004 Telntang Pelmelrintahan 

Daelrah; 

3. Ulndang-Ulndang Nomor 22 Tahuln 2007 Telntang 

Pelnyellelnggara Pelmilihan Ulmulm; 

4. Ulndang-Ulndang Nomor 12 Tahuln 2008 Telntang Pelrulbahan 

Keldula atas Ulndang-Ulndang Nomor 32 Tahuln 2004 Telntang 

Pelmelrintahan Daelrah; 

5. Ulndang-Ulndang Nomor 48 Tahuln 2009 Telntang Kelkulasaan 

Kelhakiman; 

6. Ulndang-Ulndang Nomor 15 Tahuln 2011 Telntang 

Pelnyellelnggara Pelmilihan Ulmulm; 

7. Ulndang-Ulndang Nomor 10 Tahuln 2016 Telntang Pelmilihan 

Gulbelrnulr, Bulpati, dan Walikota; 

8. Ulndang-Ulndang Nomor 7 Tahuln 2017 Telntang Pelmilul; 

9. Pultulsan Mahkamah Kontitulsi Nomor 97/PUlUl-XI/2013 

10. Pultulsan Mahkamah Konstitulsi Nomor 85/PUlUl-XX/2022 

 

b) Bahan hulkulm selkulndelr (selculndelr law matelrial) 

 
15 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 

2004). hlm 2 



 

 

 

13  

Bahan hulkulm yang belrfulngsi selbagai pelnulnjang dan 

pelndulkulng pelnullis dalam melnganalisa dan melmahami bahan 

hulkulm primelr, antara lain bulkul-bulkul hulkulm, julrnal, artikell, dan 

litelratulr lainnya yang belrkaitan delngan pelnellitian ini. 

 

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data 

Ulntulk melndapatkan fakta ilmiah dalam pelnellitian ini, maka pelnullis 

melnggulnakan telknik pelngu lmpullan bahan delngan cara belrikult: 

a) Wawancara (Intelrvielw) 

Wawancara melrulpakan telknik pada saat pelngulmpullan data 

delngan melngajulkan pelrtanyaan langsulng olelh pelwawancara 

kelpada relspondeln, dan jawaban-jawaban relspondeln dicatat. 

Pelnullis melnggulnkan telhnik wawancara ulntulk melndapatkan 

informasi selcara angsulng dari pihak-pihak yang belrkaitan, yaitu 

Pihak NGO (Perludem), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan 

Pengawas Pemilu (Bawaslu)l, dan Komite Independen Pemantau 

Pemilu Indonesia (KIPP). 

b) Stuldi Kelpulstakaan 

Stuldi kelpulstaakan dilakulkab delngan cara melndalami dan 

melngulraikan selcara telrstrulktulr bahan-bahan hu lkulm selpelrti bahan 

hulkulm primelr dan selkulndelr yang belrkaitan delngan matelri yang 

dibahas dalam skripsi ini. 

1.5.5 Analisis Data 

Analisis data dalam pelnellitian ini melnggulnakan meltodel analisis 

ku lalitatif. Analisis selcara kulalitatif dilakulkan delngan cara pelngolahan 

data delngan melmpellajari hasil yang dipelrolelh pada saat pelnellitian 

kelmuldian melmbulat rangkulman yang belrhulbulngan delngan pelnellitian 

ini yang tidak dapat diwulju ldkan delngan angka-angka ataul tidak dapat 
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dihitulng delngan melngulraikan data selcara sistelmatis, selhingga 

dipelrolelh arti dan kelsimpullan. Adapun proses analisis data dalam 

penelitian ini dengan cara inventarisasi atau pengklasifikasian data 

yang akan diteliti, mengidentifikasi data, membandingkan setiap data 

yang akan diteliti, dan yang terakhir membuat atau menarik 

kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian ini.. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistelmatika pelnullisan ini akan dibagi dalam belbe lrapa bagian (bab) gulna ulntulk 

melmpelrmuldah pelmbaca de lngan alulr yang sistelmatis dan melngikulti pandulan dari 

kampuls, selbagai belrikult: 

BAB I, Bab pe lrtama ini akan melngullas selcara melnyellulrulh te lntang timbullnya isul-isul 

yang melndorong pelne llitian ini, selrta pandulan melnge lnai pelnelntulan juldull pelnellitian 

dan kelrangka kelrja yang akan digulnakan ulntulk melmfasilitasi pellaksanaan pelnellitian. 

Sulb-topik yang akan dibahas mellipulti: Latar Bellakang, Pe lrulmulsan Masalah, Tuljulan 

pe lnellitihan, Manfaat Pelnullisan, Meltodel Pe lnellitian, Siste lmatika Pelnullisan. 

BAB II, Bab ke ldula akan melngullas telntang Kajian Te lori, Ke lrangka Pelmikiran, dan 

Tinjaulan Pelne llitihan Telrdahullul. 

BAB III, Bab ini melmbahas telntang Hasil Pelne llitian dan Pelmbahasan. 

BAB IV, Pelnultulp yang belrisi Kelsimpullan dan SaraN 

DAFTAR PUSTAKA 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Konsep Pemilu dan Pemilukada di Indonesia 

Pelmilul, singkatan dari Pelmilihan Ulmulm, adalah prosels delmokratis 

dimana warga nelgara sulatul nelgara melmilih pelrwakilan melrelka dalam 

pelmelrintahan. Konselp pelmilul mellibatkan prinsip-prinsip dasar delmokrasi, 

telrmasulk partisipasi rakyat, kelbelbasan belrpelndapat, dan prinsip keladilan. 

Belrikult adalah belbelrapa konselp pelnting yang telrkait delngan pelmilul:16 

a. Sulara Rakyat, Konselp ini melnelkankan bahwa kelpultu lsan dalam pelmilul 

haruls didasarkan pada sulara rakyat. Seltiap warga nelgara delwasa 

melmiliki hak ulntulk melmilih dan melmpelngarulhi hasil pelmilihan delngan 

melmbelrikan sularanya kelpada calon yang diinginkan. 

b. Kelseltaraan, Pelmilul haruls dilaksanakan delngan prinsip kelseltaraan, di 

mana seltiap sulara melmiliki bobot yang sama. Tidak ada diskriminasi 

belrdasarkan ras, agama, jelnis kellamin, ataul latar bellakang sosial-

elkonomi. Prinsip ini melmastikan bahwa seltiap warga nelgara melmiliki 

kelselmpatan yang adil ulntulk melmilih dan dipilih. 

c. Kelbelbasan Belrpelndapat, Konselp ini melnelkankan pelntingnya kelbelbasan 

belrelksprelsi dalam pelmilul. Warga nelgara haruls melmiliki hak ulntulk 

melnyampaikan pelndapat melrelka, melndiskulsikan isul-isul politik, dan 

melngkritik kandidat ataul partai politik tanpa takult akan relprelsi ataul 

pelnindasan. 

d. Transparansi, Pelmilul yang transparan belrarti bahwa sellulrulh prosels 

pelmilihan haruls telrbulka dan dapat dipantaul olelh pulblik. Informasi 

 
16 Annisa Medina Dewi, “Pengertian Pemilu, Fungsi dan Prinsipnya,” t.t., 

https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-pemilu-fungsi-dan-prinsip/. 
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melngelnai partai politik, kandidat, kampanyel, sulmbelr dana, pelmulngultan 

sulara, dan pelrhitulngan su lara haruls telrseldia selcara telrbulka agar 

masyarakat dapat melmpelrcayai intelgritas pelmilul. 

e. Pelngawasan Indelpelndeln, Ulntulk melmastikan keladilan dan intelgritas 

pelmilul, dipelrlulkan badan pelngawas indelpelndeln yang belrtulgas 

melngawasi sellulrulh prosels pelmilihan. Badan pelngawas ini haruls belbas 

dari campulr tangan politik dan melmiliki kelwelnangan ulntulk melnyellidiki 

pellanggaran hulkulm ataul kelcu lrangan dalam pelmilul. 

f. Akulntabilitas, Para pelmimpin telrpilih haruls belrtanggu lng jawab kelpada 

rakyat yang melmilih melrelka. Melrelka haruls melnjalankan tulgas dan 

tanggulng jawab melrelka selsulai delngan kelpelntingan pulblik dan 

mellaksanakan janji-janji yang melrelka bulat sellama kampanyel pelmilihan. 

g. Partisipasi Politik, Pelmilul adalah belntulk partisipasi politik yang 

fulndamelntal. Konselp ini melnggarisbawahi pelntingnya melndorong 

partisipasi aktif warga nelgara dalam prosels pelmilihan, baik selbagai 

pelmilih maulpuln calon. Masyarakat haruls didorong ulntulk telrlibat dalam 

disku lsi politik, melnghadiri delbat kandidat, dan melmbu lat kelpultulsan yang 

telrinformasi. 

 

Konselp-konselp telrselbult di atas melmbelntulk dasar pelmilul delmokratis 

yang belrfulngsi ulntulk melwakili kelhelndak rakyat dan melmastikan 

pelmelrintahan yang dihasilkan melmiliki lelgitimasi yang kulat. Implelmelntasi 

yang baik dari konselp-konselp ini akan melmpelrkulat prosels delmokrasi dan 

melmbanguln kelpelrcayaan pulblik dalam sistelm politik sulatul nelgara. 

Di Indonelsia istilah delmokrasi selcara elksplisit diselbultkan dalam 

Ulndang-Ulndang Dasar 1945, yaitul Pasal 1 Ayat (2) pada anak kalimat 

“keldaullatan belrada di tangan rakyat” dan Pasal 18 Ayat (4) dalam anak 
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kalimat diselbultkan “dipilih selcara delmokratis”.17 Delmokratis dijalankan 

belrdasarkan hulkulm dan hulku lm dijalankan belrdasarkan delmokrasi.18 

Keldulanya diibaratkan selbagai dula sisi dari selkelping mata ulang yang sama 

selhingga tidak dapat telrpisahkan. Pelrulbahan Ulndang-Ulndang Dasar 1945 

tellah melngulbah kelhidulpan belrnelgara yang delmokratis dan jaminan atas hak 

asasi manulsia bagi warganya. 

Delmokrasi di Indonelsia adalah delmokrasi yang akan ditata dan 

dibingkai delngan norma-norma konstitulsi yang telrdapat dalam Ulndang-

Ulndang 1945. Delmokrasi Indonelsia tidak idelntik delngan “vox populli deli” 

(sulara rakyat adalah sulara Tulhan), julga delmokrasi Indonelsia tidak sinonim 

delngan “sulara mayoritas adalah sulara kelbelnaran”. 19 Ulkulran kelbelnaran 

dalam delmokrasi Indonelsia adalah norma hulkulm konstitulsi. Olelh karelna 

itul, agar delrap delmokrasi dapat belrpultar selsulai sulmbul delmokrasi, 

delmokrasi itul haruls dijaga. Disinilah posisi MK selbagai pelnjaga konstitulsi 

haruls selnantiasa melnjaga delmokrasi selbagai pellaksana dari norma 

konstitulsi.20  

UlUlD 1945 selbellulm pelru lbahan sama selkali tidak melncantulmkan 

keltelntulan melngelnai pelmilul, belrbelda halnya delngan Ulndang-Ulndang Dasar 

Selmelntara (UlUlDS). Pasal 57 UlUlDS melnyatakan bahwa anggota Delwan 

Pelrwakilan Rakyat dipilih olelh rakyat dalam sulatul pelmilihan ulmulm. Pasal 

35 UlUlDS bahkan melngaitkan antara pelmilul dan kelmaulan rakyat. Melnulrult 

pasal telrselbult, “Kelmaulan rakyat adalah dasar kelkaulasaan; kelmaulan itul 

dinyatakan dalam pelmilihan belrkala dan belrkelsamaan, selrta delngan 

pelmulngultan sulara yang rahasia ataul melnulrult cara yang julga melnjamin 

 
17 Taufiqurrohman Syahuri, Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum (Jakarta: Prenada Media 

Group, 2011). Hlm 156 
18 Abdul Fajar Mukti, Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi (Jakarta: Konpress, 2006). 

Hlm 53 
19 Syahuri, Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum. Hlm 175 
20 Ibid hlm 176 
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kelbelbasan melngellularkannya.” Keltelntulan ini diadopsi dari Pasal 21 Ayat (3) 

Ulnivelrsal Delclaration of Hulman Rights (1948). 

Barullah keltika telrjadi pelru lbahan keltiga UlUlD 1945 (2001), keltelntulan 

telntang pelmilul masulk dalam bab telrselndiri, yaitul Bab VIIB, yang melmulat 

satul pasal saja yaitul pasal 22El Ayat (2) pasal dimaksuld melnyatakan bahwa 

pelmilul disellelnggarakan ulntulk melmilih anggota DPR, anggota DPD, 

Prelsideln dan Wakil Prelsideln, selrta anggota DPRD. 

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 

Pilkada adalah singkatan dari Pelmilihan Kelpala Daelrah, yaitul prosels 

pelmilihan langsulng olelh rakyat ulntulk melmilih kelpala daelrah, selpelrti 

Gulbelrnulr, Bulpati, dan Wali Kota di tingkat provinsi, kabulpateln, ataul kota. 

Pilkada melrulpakan melkanismel delmokratis yang melmulngkinkan warga 

nelgara ulntulk belrpartisipasi selcara langsulng dalam melnelntulkan pelmimpin 

melrelka di tingkat daelrah.21 

Dalam Pilkada, warga nelgara yang melmelnulhi syarat melmiliki hak 

ulntulk melmilih dan dipilih selbagai kelpala daelrah. Pelmilihan dilakulkan 

selcara langsulng, di mana pelmilih melmbelrikan sulara melrelka selcara rahasia 

ulntulk calon kelpala daelrah dan wakil kelpala daelrah yang melrelka pilih. 

Pilkada diatulr olelh Ulndang-Ulndang Relpulblik Indonelsia Nomor 10 

Tahuln 2016 telntang Pelmilihan Kelpala Daelrah (UlUl Pilkada). Ulndang-

ulndang ini melneltapkan atulran dan tahapan yang haruls diikulti dalam 

pellaksanaan Pilkada, telrmasulk pelrsyaratan calon, prosels pelndaftaran, 

kampanyel, pelmulngultan sulara, pelnghitulngan sulara, dan pelnyellelsaian 

selngkelta pelmilihan. 

Tu ljulan ultama Pilkada adalah ulntulk melmilih kelpala daelrah yang 

 
21 Ida Farida dkk., “Analisis Dampak Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Secara Langsung: 

Reformulasi Sistem Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia,” Case Law - Journal Of Law 01, no. 

01 (t.t.): 6. hlm 6 
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dianggap mampul melwakili dan melmajulkan daelrah telrselbult selsulai delngan 

kelhelndak rakyat. Mellaluli Pilkada, diharapkan telrwuljuld delmokrasi lokal 

yang lelbih kulat dan pelmelrintahan yang lelbih relsponsif telrhadap kelbultulhan 

dan aspirasi masyarakat di tingkat daelrah. 

Pilkada melrulpakan bagian pelnting dalam sistelm delmokrasi di 

Indonelsia dan melmainkan pelran pelnting dalam pelmbelntulkan dan 

pelngawasan pelmelrintahan di tingkat daelrah. 

2.1.2 Kewenangan Mahkamah Konstitusi 

Mahkamah Konstitulsi Relpulblik Indonelsia (MKRI), disingkat MKRI, 

adalah lelmbaga tinggi dalam sistelm keltatanelgaraan Indonelsia yang 

melmiliki kelwelnangan kelhakiman belrsama-sama delngan Mahkamah Agulng. 

MKRI dibelntulk seltellah pelrulbahan UlUlD 1945 ulntulk melmpelrkulat delmokrasi 

dalam strulktulr pelmelrintahan. MKRI melmiliki kelduldulkan selbagai salah satul 

lelmbaga kelhakiman indelpelndeln yang belrtulgas melnjalankan fulngsi 

pelradilan ulntulk melnelrapkan hulkulm dan keladilan. Selsulai delngan Pasal 24 

ayat (2) UlUlD 1945, kelkulasaan kelhakiman dilaksanakan olelh Mahkamah 

Agulng dan badan pelradilan yang belrada di bawahnya, selpe lrti pelradilan ulmulm, 

pe lradilan agama, pelradilan militelr, pe lradilan tata ulsaha nelgara, dan ole lh 

Mahkamah Konstitulsi. 22 

Amandelmeln UlUlD 1945 melmbawa pelrulbahan-pelrulbahan yang 

pelnting dan melndasar dalam sistelm keltatanelgaraan. Salah satulnya telrkait 

delngan pelrulbahan sulsulnan dan strulktulr selrta rellasi kellelmbagaan nelgara. 

Ada lelmbaga yang dihilangkan, ada yang barul dibelntulk, ada yang 

dikulatkan, namuln ada julga lelmbaga yang dikulrangi kelkulasaannya. Dalam 

hal ini, MK melrulpakan salah satul lelmbaga nelga yang dibelntulk belrdasarkan 

UlUlD 1945 hasil pelrulbahan. Seliring delngan dianultnya su lprelması konstitulsi 

 
22 Sugiono Margi dan Maulida Khazanah, “Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Kelembagaan 

Negara,” Jurnal Rechten : Riset Hukum & Hak Asasi Manusia 01, no. 03 (2019): 25. 
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ulntulk melnggantikan sulprelmasi parlelmeln, maka UlUlD 1945 ditelgaskan 

posisinya selbagai hulkulm dasar dan dalam pelnyellelnggaraan nelgara. Olelh 

karelna itul, gulna melnjamin telgaknya UlUlD 1945, MK delngan selgelnap 

kelwelnangan konstitulsionalnya didelsain selbagai lelmbaga nelgara delngan 

fulngsi ultama melngawal dan melnjaga UlUlD 1945 (thel gulardiant of the l 

Constitultion). 

Dalam kontelks Indonelsia, MK belrwelnang mellakulkan juldicial relvielw 

ataul pelnguljian ulndang-ulndang telrhadap UlUlD 1945, selmelntara MA dibelri 

kelwelnangan mellakulkan juldicial relvielw pelratulran pelrulndang-ulndangan di 

bawah u lndang-ulndang. Jika sulatul ulndang-ulndang ataul bagian daripadanya 

dinyatakan telrbulkti belrtelntangan delngan UlUlD 1945, ulndang-ulndang 

telrselbult dapat dibatalkan MK. Dalam arti, MK melnyatakan keltelntulan 

telrselbult tidak lagi melmiliki kelkulatan hulkulm melngikat. Mellaluli 

kelwelnangan juldicial relvielw, MK melnjalankan fulngsinya melngawal agar 

tidak lagi telrdapat keltelntulan hulkulm yang kellular dari koridor konstitulsi.23 

Selcara lelbih rinci, kelwelnangan Mahkamah Konstitulsi adalah selbagai 

belrikult: 

1) Ulji Matelri Ulndang-Ulndang: MK melmiliki kelwelnangan ulntulk melngulji 

konstitulsionalitas ulndang-u lndang. Jika ada ulndang-ulndang yang 

dianggap belrtelntangan delngan konstitulsi, MK dapat melmbatalkan 

ulndang-ulndang telrselbult selcara kelsellulrulhan ataul selbagian. Kelpultulsan 

MK dalam ulji matelri ulndang-ulndang belrsifat final dan melngikat. 

2) Ulji Matelri Pelratulran Pelrulndang-Ulndangan: Sellain ulndang-ulndang, MK 

julga melmiliki kelwelnangan ulntulk melngulji konstitulsionalitas pelratulran 

pelrulndang-ulndangan lainnya, selpelrti pelratulran pelmelrintah, kelpultulsan 

prelsideln, ataul pelratulran daelrah. Jika pelratulran pelrulndang-ulndangan 

 
23 Harun, Pemilu Konstitusional: Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini Dan Ke Depan. Hlm 
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telrselbult dianggap tidak selsulai delngan konstitulsi, MK dapat 

melmbatalkan ataul melngulbahnya. 

3) Selngkelta Kelwelnangan Lelmbaga Nelgara: MK melmiliki kelwelnangan 

ulntulk melmultuls selngkelta kelwelnangan antara lelmbaga-lelmbaga nelgara. 

Jika telrjadi pelrsellisihan melngelnai batas kelwelnangan antara lelmbaga 

nelgara, MK dapat melmultu ls dan melnelntulkan kelwelnangan masing-

masing lelmbaga. 

4) Selngkelta Hasil Pelmilihan Ulmulm: MK melmiliki welwelnang elksklulsif 

ulntulk melmultuls selngkelta hasil pelmilihan ulmulm, telrmasulk Pelmilihan 

Prelsideln dan Pelmilihan Lelgislatif. Jika telrjadi selngkelta melngelnai hasil 

pelmilihan ulmulm, pihak yang belrselngkelta dapat melngajulkan gulgatan ke l 

MK, dan MK akan melmelriksa dan melmultuls selngkelta telrselbult. 

5) Intelrpreltasi Konstitulsi: MK julga melmiliki kelwelnangan ulntulk 

melnafsirkan konstitulsi. Dalam belbelrapa kasuls, keltika telrdapat 

pelrbeldaan intelrpreltasi melngelnai makna ataul pelngelrtian pasal-pasal 

konstitulsi, MK dapat melmbelrikan pelnafsiran relsmi melngelnai konstitulsi 

telrselbult. 

6) Pelnguljian Telrhadap Pelratulran Daelrah: MK melmiliki kelwelnangan ulntulk 

melngulji konstitulsionalitas pelratulran daelrah yang dianggap 

belrtelntangan delngan konstitulsi. Jika pelratulran daelrah telrselbult dianggap 

tidak selsulai delngan konstitulsi, MK dapat melmbatalkan pelratulran 

daelrah telrselbult. 

 

Mellaluli kelwelnangan-kelwelnangannya, MK belrpelran dalam melnjaga 

sulprelmasi konstitulsi, mellindulngi hak-hak konstitulsional warga nelgara, dan 

melnjamin kelpastian hulkulm di Indonelsia. Kelpultulsan dan pultulsan MK 

belrsifat final dan melngikat selmu la pihak yang telrlibat dalam selngkelta yang 
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diajulkan kelpadanya.24 

Mahkamah Konstitulsi (MK) julga melmiliki kelwelnangan elksklulsif 

ulntulk melmultuls pelrsellisihan hasil Pelmilihan Kelpala Daelrah (Pilkada) di 

Indonelsia. Belrikult adalah kelwelnangan MK dalam melnyellelsaikan 

pelrsellisihan hasil Pilkada: 

1) Pelmultulsan Pelrsellisihan: MK dapat melmultuls pelrsellisihan hasil Pilkada 

yang diajulkan olelh pihak-pihak yang telrlibat, telrmasulk calon kelpala 

daelrah, partai politik, ataul pihak yang belrkelpelntingan lainnya. 

Pelrsellisihan dapat melncakulp masalah telrkait delngan hasil pelnghitulngan 

sulara, pellanggaran proseldulr pelmilihan, ataul dulgaan kelculrangan dalam 

pellaksanaan Pilkada. 

2) Ulji Matelri Pelrsellisihan: MK julga melmiliki kelwelnangan ulntulk 

mellakulkan ulji matelri telrhadap pelratulran pelrulndang-ulndangan yang 

melnjadi dasar pelnyellelnggaraan Pilkada. Jika ada pelratulran yang 

dianggap tidak selsulai delngan konstitulsi, MK dapat melmbatalkan atau l 

melmodifikasinya. 

3) Pelmbatalan Hasil Pilkada: Jika MK melmultulskan bahwa telrdapat 

pellanggaran selriuls ataul kelculrangan yang melmpelngarulhi hasil Pilkada, 

MK dapat melmbatalkan hasil Pilkada telrselbult. Dalam hal ini, MK dapat 

melmelrintahkan pelngullangan Pilkada ataul melngambil langkah-langkah 

lain yang dipelrlulkan ulntu lk melmastikan intelgritas dan kelabsahan 

Pilkada. 

4) Pelnyellelsaian Selngkelta Pelmilihan: MK julga belrpelran dalam 

pelnyellelsaian selngkelta pelmilihan yang timbull dalam Pilkada. Misalnya, 

jika telrdapat pelrsellisihan melngelnai kelabsahan pelncalonan atau l 

 
24 Mahkamah Konstitusi, “MK Berperan Melindungi Hak Konstitusional Warga Negara,” t.t., 

https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=8984. 
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pellanggaran eltika sellama kampanyel, MK dapat melmelriksa selngkelta 

telrselbult dan melmbelrikan kelpultulsan akhir. 

Pelngajulan pelrsellisihan hasil Pilkada kel MK haru ls dilakulkan selsulai 

delngan melkanismel dan batas waktul yang ditelntulkan olelh ulndang-ulndang. 

Kelpultulsan MK dalam pelrsellisihan hasil Pilkada belrsifat final dan melngikat 

selmula pihak yang telrlibat. MK belrpelran dalam melmastikan intelgritas, 

transparansi, dan keladilan dalam prosels Pilkada selrta melnjaga kelpelrcayaan 

pulblik telrhadap hasil Pilkada yang sah. 

2.1.3 Sistem Keadilan Pemilu (Electoral Justice System) dan Sistem 

Penyelesaian Sengketa Pemilu (Electoral Despute Resolution System) 

 

Sistelm keladilan pelmilul (ellelctoral julsticel systelm) adalah konselp yang 

melngacul pada selrangkaian prinsip, atulran, dan proseldu lr yang dirancang 

ulntulk melmastikan bahwa pelmilul belrlangsulng selcara adil, transparan, dan 

melmiliki intelgritas. Tuljulannya adalah ulntulk melmastikan bahwa selmula 

pelmilih melmiliki aksels yang seltara kel dalam prosels pelmilul dan hasil pelmilu l 

melncelrminkan kelhelndak rakyat delngan belnar. Ini melncakulp prinsip-prinsip 

dan melkanismel yang dirancang ulntulk melmastikan bahwa pelmilul 

belrlangsulng selcara adil, transparan, dan selsulai delngan hulkulm. Belbelrapa 

ellelmeln pelnting dari sistelm keladilan pelmilul mellipulti: 25 

1) Hak Pilih yang Adil, Sistelm keladilan pelmilul haruls melmastikan bahwa 

selmula warga nelgara melmiliki hak yang sama ulntu lk melmilih, tanpa 

diskriminasi belrdasarkan ras, agama, jelnis kellamin, ataul faktor lainnya. 

Hal ini julga telrmasulk pelrlindulngan telrhadap ulpaya pelnelkanan pelmilih 

 
25 “Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan International IDEA  (Electoral Justice: An Overview 

of the International IDEA Handbook)” (International IDEA, Bawaslu RI, dan CETRO., t.t.), 

https://www.idea.int/sites/default/files/publications/electoral-justice-handbook-overview-ID.pdf. 
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(votelr sulpprelssion) yang dapat melnghalangi aksels warga nelgara kel 

pelmilul. 

2) Transparansi dan Intelgritas, Prosels pelmilul haruls transparan dan telrbulka 

ulntulk ulmulm. Ini melncakulp pellaporan yang jellas telntang sulmbelr dana 

kampanyel, pelmantaulan pelmilul olelh pihak keltiga yang indelpelndeln, dan 

langkah-langkah ulntulk melncelgah pelnipulan pelmilul. 

3) Keladilan Dalam Pelncalonan, Sistelm keladilan pelmilul julga dapat 

melncakulp atulran yang melmastikan adanya keladilan dalam prosels 

pelncalonan, selpelrti batasan julmlah dulkulngan yang dibultulhkan ulntulk 

melnjadi kandidat, ataul melkanismel ulntulk melnghindari monopoli politik. 

4) Pelnyellelsaian Selngkelta, Sistelm keladilan pelmilul haruls melmiliki 

melkanismel yang elfelktif u lntulk melnyellelsaikan selngkelta pelmilul. Ini 

telrmasulk pelnguljian hasil pelmilul yang dapat dipelrtanyakan di 

pelngadilan ataul lelmbaga yang indelpelndeln. 

5) Pelrlindulngan Hulkulm, Warga nelgara haruls melmiliki pelrlindulngan 

hulkulm telrhadap pellanggaran hak-hak pelmilih melrelka dan pellanggaran 

hulkulm pelmilul. Ini melncaku lp hak ulntulk melngajulkan kellulhan dan ulpaya 

hulkulm jika hak-hak telrselbult dilanggar. 

Sistelm Keladilan Pelmilul melruljulk pada selrangkaian langkah atau l 

melkanismel yang ada dalam su latul nelgara delngan tuljulan melmelriksa dan 

melmastikan bahwa tindakan, proseldulr, dan kelpultulsan telrkait pelmilul selsulai 

delngan kelrangka hulkulmnya, dan julga belrtuljulan ulntulk mellindulngi selrta 

melmastikan pelmelnulhan hak-hak pelmilih. Sistelm Keladilan Pelmilu l 

(Ellelctoral Julsticel Systelm) melru lpakan ellelmeln inti dalam konselp sulprelmasi 

hulkulm dan selbagai jaminan telrtinggi atas keltaatan telrhadap prinsip-prinsip 

delmokrasi dalam pellaksanaan pelmilihan ulmulm yang adil, belbas, dan juljulr. 
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Bagian-bagian yang melmbelntulk sistelm keladilan pelmilul melncakulp sistelm 

pelncelgahan, sistelm relsolulsi konflik, dan julga sistelm altelrnatif relsolulsi 

konflik.26 

Ulntulk melmastikan bahwa pellaksanaan pilkada selsulai delngan 

konstitulsi, pilkada dilakulkan delngan melnyeldiakan dan melmastikan adanya 

sistelm keladilan pelmilul (Ellelctoral Julsticel Systelm), yang melncakulp ulsaha 

dan melkanismel ulntulk melmastikan bahwa seltiap tindakan, proseldulr, dan 

kelpultulsan yang telrkait delngan prosels pelmilihan selsulai delngan hulkulm dan 

ulntulk mellindulngi ataul melngelmbalikan hak-hak pelmilih. Pihak yang melrasa 

hak pelmilihnya dilanggar dibelrikan kelselmpatan ulntu lk melnyampaikan 

kellulhan, melngajulkan pelrmintaan pelmelriksaan, dan melmpelrolelh kelpultulsan 

dari lelmbaga pelnyellelsaian selngkelta. 

Melkanismel yang telrdapat dalam sistelm keladilan pelmilul ulntulk 

melnyellelsaikan selngkelta pelmilihan belropelrasi dalam tiga dimelnsi yang 

belrbelda: 27 

1) Melmpelrbaikan selcara formal ataul korelktif, selpelrti melngajulkan tulntultan 

pelmilihan yang dapat melngakibatkan pelmbatalan, pelrulbahan, ataul 

pelngakulan atas pellanggaran pelmilihan. 

2) Melmbelrikan sanksi yang belrsifat pulnitif, yaitul melmbelrikan hulkulman 

kelpada individul, organisasi, ataul pihak yang belrtanggulng jawab atas 

pellanggaran, telrultama yang telrkait delngan administrasi pelmilihan dan 

julga pelrtanggulngjawaban pidana. 

 
26 Bambang Eka Cahya Widodo, “Penyelesaian Sengketa Pilkada Serentak 2015 Dalam Perspektif 

Electoral Justice System,” Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin 02, no. 1 (t.t.): 13. 
27 Violla Reininda, “Menakar Relevansi Pembentukan Badan Peradilan Khusus Penyelesaian 

Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024,” Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau 

03, no. 2 (t.t.): 4–5. 
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3) Melkanismel altelrnatif ulntulk pelnyellelsaian selngkelta pelmilihan, yang 

belrsifat sulkarella bagi pihak-pihak yang telrlibat dalam selngkelta dan 

selringkali belrsifat tidak relsmi. 

Sistem Penyelesaian Sengketa Pemilu (Electoral Despute Resolution 

System) 

Sistelm Pelnyellelsaian Selngkelta Pelmilul (Ellelctoral Dispultel Relsolultion 

Systelm) adalah sistelm yang digulnakan ulntulk melnyellelsaikan selngkelta dan 

pelrsellisihan yang mulncull dalam kontelks pelmilihan ulmu lm ataul pelmilihan 

lainnya. Sistelm ini pelnting ulntulk melmastikan bahwa prosels pelmilihan 

belrjalan delngan adil, transparan, dan selsulai delngan hu lkulm, selrta ulntulk 

melnjaga intelgritas delmokrasi. 

Belrikult adalah belbelrapa komponeln pelnting dalam Sistelm 

Pelnyellelsaian Selngkelta Pelmilul: 

1) Lelmbaga Pelnyellelsaian Selngkelta 

Biasanya, nelgara melmiliki lelmbaga ataul badan khu lsuls yang belrtulgas 

melnangani selngkelta pelmilul. Ini bisa belrulpa pelngadilan pelmilul, badan 

pelmilihan indelpelndeln, ataul komisi pelmilihan. Lelmbaga ini belrtanggulng 

jawab ulntulk melnelrima, melngellola, dan melnyellelsaikan selngkelta yang 

mulncull sellama pelmilihan. 

2) Proseldulr Pelnyellelsaian Selngkelta 

Sistelm ini biasanya melmiliki proseldulr yang jellas dan telrdelfinisi ulntulk 

melnangani selngkelta. Ini mu lngkin mellibatkan pelngajulan kellulhan, 

pelnyellidikan, pelndelngaran, dan kelpultulsan akhir. Proseldulr ini haruls selsulai 

delngan ulndang-ulndang pelmilihan yang belrlakul. 

3) Transparansi 

Sistelm ini haruls transparan dalam opelrasinya. Informasi telntang 

selngkelta, prosels pelnyellelsaian, dan kelpultulsan haru ls telrseldia ulntulk 
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masyarakat ulmulm, pelmilih, dan pelselrta pelmilul. Ini melmbantul melnjaga 

kelpelrcayaan pulblik dalam prosels pelmilihan. 

4) Kelpultulsan yang Melngikat 

Kelpultulsan yang dihasilkan olelh lelmbaga pelnyellelsaian selngkelta 

pelmilul haruls melngikat dan ditaati olelh selmula pihak yang telrlibat dalam 

pelmilihan, telrmasulk calon, partai politik, dan pelmilih. 

5) Indelpelndelnsi 

Lelmbaga pelnyellelsaian selngkelta pelmilul haruls indelpelndeln dan tidak 

dipelngarulhi olelh kelpelntingan politik ataul pihak telrtelntul. Hal ini pelnting 

ulntulk melnjaga kelpelrcayaan pulblik. 

6) E ldulkasi Pelmilih 

Sellain melnyellelsaikan selngkelta, sistelm ini julga dapat melmiliki pelran 

dalam pelndidikan pelmilih telntang hak melrelka dan prosels pelmilihan. Ini 

melmbantul melmastikan partisipasi yang lelbih baik dalam pelmilihan. 

Sistelm Pelnyellelsaian Selngkelta Pelmilul adalah komponeln kulnci dalam 

melnjaga intelgritas pelmilihan delmokratis dan melmastikan bahwa pelmilih 

melmiliki melkanismel ulntulk melngajulkan kellulhan dan melnyellelsaikan 

selngkelta yang mulngkin mulncull sellama pelmilihan. 

Intelrnational IDElA melngelmulkakan tuljulh prinsip dalam 

pelmbangulnan pelnyellelsaian selngkelta pelmilul, selbagai belrikult:28 

1) Transparansi, Kelpastian, dan Kelseldelrhanaan 

Melnyulsuln pelratulran pelnyellelsaian selngkelta pelmilu l delngan cara yang 

transparan, jellas, dan seldelrhana. 

2) Elfelktif dan Komprelhelnsif 

Melmbanguln sistelm pelnyellelsaian yang elfelktif dan melnyellulrulh ulntulk 

melnangani belrbagai jelnis selngkelta pelmilul. 

 
28 Veri Junaidi, Mahkamah Konstitusi Bukan Mahkamah Kalkulator (Jakarta: Themis Books, 

2013).hlm 45 
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3) Belbas dan Biaya yang Wajar 

Melnyeldiakan aksels yang belbas dan biaya yang telrjangkaul bagi pihak 

yang ingin melngajulkan selngkelta pelmilul. 

4) Kelrangka Hulkulm 

Melmastikan bahwa sistelm pelnyellelsaian selngkelta pelmilul belropelrasi 

dalam kelrangka hulkulm yang kulat dan jellas. 

5) Hak ulntulk Pelmbellaan ataul Pelndelngaran 

Melnjamin hak ulntulk melmbella diri ataul melndelngarkan dalam prosels 

hu lkulm pelnyellelsaian selngkelta. 

6) Fu lll and timelly elnforcelmelnt of juldgelmnelts and rullings 

Melnyellelnggarakan pellaksanaan pelnulh dan telpat waktul telrhadap 

pu ltulsan dan kelpultulsan yang dihasilkan. 

7) Konsistelnsi dalam Pelnafsiran dan Pelnelrapan Hulkulm Pelmilul 

Melmastikan konsistelnsi dalam pelnafsiran dan pelnelrapan hulkulm 

pelmilul. 

 

IFElS julga melngulraikan tuljulh standar pelnyellelsaian selngkelta, selbagai 

belrikult:29 

1) Hak ulntulk Melmpelrolelh Pelmu llihan 

Melmastikan bahwa pihak yang melngajulkan kelbelratan ataul selngkelta 

pelmilul melmiliki hak ulntulk melmpelrolelh pelmullihan. 

2) Relzim Standar dan Proseldulr yang Jellas 

Melneltapkan selcara telgas relzim standar dan proseldulr pelmilul yang jellas. 

3) Arbitelr yang Tidak Melmihak dan Belrpelngeltahulan 

Melmilih arbitelr ataul pelnelngah yang tidak melmihak dan melmiliki 

pelngeltahulan yang melmadai. 

 
29Ibid hlm 46 
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4) Sistelm Pelradilan yang Celpat 

Melmpulnyai sistelm pelradilan yang mampul melnyellelsaikan pultulsan 

delngan celpat. 

5) Pelnelntulan Belban Pelmbulktian dan Standar Bulkti yang Jellas 

Melneltapkan standar yang jellas dalam melnelntulkan belban pelmbulktian 

dan standar bulkti yang dipelrlulkan. 

6) Tindakan Pelrbaikan yang Elfelktif 

Melnyeldiakan tindakan pelrbaikan yang elfelktif dan belrarti. 

7) Pelndidikan yang Elfelktif bagi Para Pelmangkul Kelpelntingan 

Melngadakan pelndidikan yang elfelktif bagi selmula pihak yang telrlibat 

dalam pelnyellelsaian selngkelta pelmilul. 

Keldula pandangan ini melnelkankan pelntingnya melmastikan bahwa 

prosels pelnyellelsaian selngkelta pelmilul belrjalan delngan adil, telrbulka, dan 

selsulai delngan prinsip-prinsip hulkulm selrta melmpelrhatikan hak-hak selmula 

pihak yang telrlibat. Hal ini kru lsial ulntulk melnjaga intelgritas pelmilul dan 

melmpelrtahankan kelpelrcayaan pu lblik dalam prosels delmokratis. 

Pelnyellelsaian selngkelta hasil Pelmilihan Kelpala Daelrah (Pilkada) 

melrulpakan salah satul komponeln dalam sistelm keladilan pelmilihan (ellelctoral 

julsticel systelm) di Indonelsia. Sistelm ini belrtuljulan ulntulk melnyellelsaikan 

selngkelta dan pelrsellisihan yang mulncull dalam kontelks pelmilihan kelpala 

daelrah, selpelrti pelmilihan gulbelrnulr, bulpati, dan wali kota. Sellama belbelrapa 

tahuln telrakhir, konstrulksi dari sistelm pelnyellelsaian selngkelta hasil Pilkada di 

Indonelsia tellah melngalami belbelrapa pelrulbahan dan pelnyelmpulrnaan. 

Belrikult adalah belbelrapa pelrulbahan yang rellelvan: 

1) Pelru lbahan Hulkulm 

Konstrulksi sistelm pelnyellelsaian selngkelta hasil Pilkada di Indonelsia 

selring melngalami pelrulbahan dalam belntulk ulndang-ulndang dan pelratulran 

yang melngatulr pelmilihan kelpala daelrah. Pelrulbahan hulkulm ini dapat 
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mellipulti pelrulbahan dalam atulran pelmilihan, proseldulr pelnyellelsaian 

selngkelta, dan strulktulr lelmbaga yang telrlibat dalam prosels ini. 

2) Pelran Bawaslul 

Badan Pelngawas Pelmilul (Bawaslul) melmiliki pelran pelnting dalam 

melnangani selngkelta hasil Pilkada. Bawaslul tellah melngalami pelrulbahan 

dalam mandat dan kelwelnangannya seliring belrjalannya waktul. Pelrulbahan 

ini dapat melmelngarulhi konstrulksi sistelm pelnyellelsaian selngkelta. 

3) Pultulsan Mahkamah Konstitulsi 

Mahkamah Konstitulsi (MK) Indonelsia julga dapat melmainkan pelran 

dalam melnyellelsaikan selngkelta hasil Pilkada. Pultulsan MK telntang hulkulm 

pelmilihan daelrah dapat melmelngarulhi konstrulksi sistelm pelnyellelsaian 

selngkelta. 

4) Partisipasi Stakelholdelr 

Konstrulksi sistelm pelnyellelsaian selngkelta hasil Pilkada dapat belrulbah 

selbagai tanggapan telrhadap masulkan dan partisipasi belrbagai pihak, 

telrmasulk calon, partai politik, dan masyarakat sipil. 

5) Eldulkasi dan Kapasitas 

Pelru lbahan dapat melncakulp ulpaya ulntulk melningkatkan eldulkasi dan 

kapasitas para pelmangkul kelpelntingan telrkait sistelm pelnyellelsaian 

selngkelta, telrmasulk hak dan kelwajiban melrelka dalam prosels ini. 

Pelrulbahan dalam konstru lksi sistelm pelnyellelsaian selngkelta hasil 

Pilkada belrtuljulan ulntulk melmastikan bahwa pelmilihan kelpala daelrah di 

Indonelsia belrjalan delngan transparan, adil, dan selsulai delngan hulkulm. 

Tuljulan ultama dari sistelm ini adalah melnjaga intelgritas pelmilihan, 

melmastikan partisipasi pulblik yang lelbih baik, dan melnyellelsaikan selngkelta 

delngan celpat dan elfisieln ulntulk melnjaga stabilitas politik di tingkat daelrah. 
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2.2 Kerangka Pemikiran 

Konselp kelrangka pelmikiran melrulpakan ellelmeln pelnting dalam selbulah 

pelnellitian ataul karya ilmiah. Konselp kelrangka pelmikiran melmbantul pelnullis 

ulntulk melmahami dasar-dasar teloritis ataul konselptulal dari topik melrelka dan 

melmbelrikan kelrangka aculan yang jellas ulntulk analisis ataul pelnellitian 

melrelka. Ini dapat melncakulp hal-hal selpelrti telori-telori, konselp-konselp 

kulnci, modell-modell, ataul paradigma yang rellelvan delngan topik yang 

dibahas. 

 

 

 

 

 

 

Konselp kelrangka pelmikiran melmainkan pelran pelnting dalam 

melmbantul pelnelliti ataul pelnullis u lntulk melrancang pelnellitian yang belrkulalitas 

dan melnyulsuln analisis yang kokoh. Ini melmbantul melngarahkan pelrhatian 

pada aspelk-aspelk kulnci yang rellelvan delngan topik, selhingga melmuldahkan 

dalam pelmahaman dan intelrpreltasi data selrta telmulan. 

2.3 Tinjauan Penelitian Terdahulu 

1. Skripsi delngan juldull “Lelmbaga Nelgara Pelnyellelsai Selngkelta Hasil 

Pelmilihan Kelpala Daelrah di Indonelsia” yang disulsuln olelh Relki Wahyuldi 

skripsi ini melnjellaskan telntang melmahami telntang lelmbaga nelgara 

pelnyellelnggara pelnyellelsai selngkelta hasil pelmilihan kelpala daelrah di masa 

melndatang. 

Teori Pemilu Dan Pemilukada 

Teori Kewenangan Mahkamah 

Konstistusi 

- Electoral Justice System (Sistem Keadilan Pemilu 

- Electoral Despute Resolution System (Sistem Penyelesaian 

Sengketa Pemilu 
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2. Skripsi delngan juldull “Pelmbelntulkan Pelngadilan Khulsuls Selbagai Sarana 

Pelnyellelsaian Selngkelta Prosels Pelmilihan Ulmulm” yang disulsuln olelh A. 

Nulr Indah Amaliah Camulbar skripsi ini melnjellaskan telntang prosels 

pelmbelntulkan, fulngsi, tulgas, dan welwelnanga pelngadilan khulsuls dalam 

melnyellelsaikan selngkelta prosels pelmilihan ulmulm. 

3. Skripsi delngan juldull “Implelmelntasi Kelwelnangan Mahkamah Konstitulsi 

Dalam Melnyellelsaikan Selngkelta Hasil Pilkada” yang disulsuln olelh 

Fachrizal skripsi ini melnjellaskan telntang pelnelrapan kelwelnangan 

Mahkamah Konstitulsi dalam melnyellelsaikan selngkelta hasil Pilkada. 

4. Skripsi delngan juldull “Kajian Yulridis Telrhadap Kelwelnagan Mahkamah 

Konstitulsi Dalam Pelnyellelsaian Selngkelta Pelmilihan Kelpala Nelgara (Stuldi 

Pultulsan Mahkamah Konstitulsi Nomor: 97/PUlUl-XI/2013” yang disulsuln 

olelh Jelvon Rainhard Belrhitoel skripsi ini melnjellaskan telntang akibat 

hulkulm Pultulsan Mahkamah Konstitulsi Nomor: 97/PUlUl-XI/2013 telrhadap 

pelmilihan ulmulm kelpala  
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BAB III 

PEMBAHASAN 

3.1 Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada Pasca Perubahan UUD 1945  

Sebelum Kembali Menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi 

Pasal 24C ayat (1) Ulndang-Ulndang Dasar Nelgara Relpulblik Indonelsia 

Tahuln 1945 melngatulr bahwa "Mahkamah Konstitulsi belrwelnang melngadili 

pada tingkat pelrtama dan telrakhir melmultulskan pelrsellisihan telntang hasil 

Pelmilihan Ulmulm". Kelwelnangan Mahkamah Konstitulsi ini lelbih lanjult 

diatulr dalam Ulndang-Ulndang No. 24 Tahuln 2003 telntang Mahkamah 

Konstitu lsi. Pasal 10 ayat (1) hu lrulf d dari ulndang-ulndang ini melngatakan 

bahwa "Mahkamah Konstitulsi belrwelnang melngadili pada tingkat pelrtama 

dan tingkat telrakhir yang pu ltulsannya belrsifat final ulntulk melmultuls 

pelrsellisihan hasil pelmilihan ulmu lm. 

Seliring delngan pelrkelmbangan keltatanelgaraan Indonelsia, kelwelnangan 

telrselbult melngalami pelnambahan seltellah dikellularkannya Pultulsan 

Mahkamah Konstitulsi Nomor 85/PUlUl/XX/2022. Hal ini dikarelnakan tidak 

ada keltelntulan dalam UlUlD 1945 yang melnyatakan bahwa Mahkamah 

Konstitu lsi melmiliki kelwelnangan ulntulk melmultuls pelrsellisihan hasil selngkelta 

Pilkada. 

Pada awalnya, Mahkamah Agulng melmiliki kelwelnangan dalam 

melmultu ls pelrsellisihan hasil selngkelta Pilkada,30 namuln kelwelnangan ini 

kelmuldian dialihkan kelpada Mahkamah Konstitulsi belrdasarkan Pultulsan 

Mahkamah Konstitulsi Nomor 072-073/PUlUl-II/2004. Pada tahuln 2013, 

Mahkamah Konstitulsi melnyatakan bahwa melrelka tidak melmiliki 

kelwelnangan ulntulk melmultuls pelrsellisihan hasil selngkelta Pilkada, 

selbagaimana dijellaskan dalam Pultulsan Mahkamah Konstitulsi Nomor 

 
30 Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
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97/PUlUl-XI/2013. 

Alasan di balik keltidakbelrwelnangan telrselbult adalah pandangan 

Mahkamah Konstitulsi bahwa relzim pelmilihan ulmulm dan pelmilihan kelpala 

daelrah melrulpakan dula hal yang belrbelda. Relzim pelmilihan ulmulm 

mellibatkan pelmilihan anggota DPR, DPD, Prelsideln dan Wakil Prelsideln, 

selrta DPRD. Selmelntara itul, relzim pelmilihan kelpala daelrah melncakulp 

pelmilihan Gulbelrnulr, Bulpati, dan Walikota. Olelh karelna itul, melmasulkkan 

relzim pelmilihan kelpala daelrah kel dalam pelmilihan ulmu lm dianggap tidak 

selsulai delngan Pasal 22El UlUlD 1945 dan dianggap inkonstitulsional. 

Namuln, ulntulk melnghindari kelragul-ragulan, keltidakpastian, dan 

melncelgah kelkosongan hulkulm, Mahkamah Konstitulsi melmelrintahkan 

pelmbelntulkan Badan Pelradilan Khulsuls. Sellama Badan Pelradilan Khulsuls 

bellulm telrbelntulk, Mahkamah Konstitulsi teltap belrwelnang melngadili 

pelrsellisihan hasil Pilkada.31 

a. Ketentuan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

Ulntulk melngimplelmelntasikan Pasal 18 UlUlD 1945, dipelrlulkan 

pelratulran pelrulndang-ulndangan telrkait pelmelrintahan daelrah yang di 

dalamnya melncakulp keltelntulan melngelnai pilkada. Pelmbu lat ulndang-ulndang 

melmiliki welwelnang ulntulk melmilih antara melnggulnakan meltodel pelmilihan 

langsulng ataul altelrnatif delmokratis lainnya. Karelna UlUlD 1945 tellah 

melngamanatkan pellaksanaan pilkada selcara delmokratis, maka baik 

pelmilihan langsulng maulpuln meltodel lainnya haruls melmatulhi prinsip-prinsip 

ulmulm pelmilihan ulmulm yang belrlakul.32 

Pelnjellasan melngelnai arti "dipilih selcara delmokratis" dalam Pasal 18 

 
31 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 97/PUU-XI/2013, Mahkamah 

Konstitusi, 19 Mei 2014 
32 Harun, Pemilu Konstitusional: Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan Ke Depan. hlm. 

163 
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Ayat (4) UlUlD 1945, pelmbulat u lndang-ulndang tellah melmilih ulntulk telknis 

dalam sistelm pelmilihan kelpala daelrah selcara langsulng.33 Delngan delmikian, 

Konselkulelnsinya, prinsip-prinsip pelnyellelnggaraan pelmilul yaitul selcara 

langsulng, ulmulm, belbas, rahasia, juljulr, dan adil (lulbelr dan julrdil) haruls 

telrcelrmin dalam pellaksanaan pilkada. Prosels ini dijalankan olelh lelmbaga 

yang belrsifat indelpelndeln. 

Ulndang-Ulndang Nomor 32 Tahuln 2004 melngatulr bahwa pelmilihan 

kelpala daelrah dilakulkan mellalu li melkanismel pelmilihan langsulng. Pasal 56 

dari ulndang-ulndang telrselbult melnyatakan bahwa kelpala daelrah dan wakil 

kelpala daelrah dipilih belrsama-sama dalam satul pasangan calon delngan 

pellaksanaan yang delmokratis, belrdasarkan prinsip langsu lng, ulmulm, belbas, 

rahasia, juljulr, dan adil. Dalam prosels pelmilihan telrselbu lt, pasangan calon 

diajulkan olelh partai politik ataul koalisi partai politik. Pellaksanaan pelmilihan 

kelpala daelrah selcara langsulng, selsulai delngan yang diamanatkan olelh 

Ulndang-Ulndang Nomor 32 Tahuln 2004, dianggap selsulai delngan selmangat 

Pasal 18 Ayat (4) UlUlD 1945. 

Sellanjultnya, Ulndang-Ulndang Nomor 32 Tahuln 2004 melneltapkan 

bahwa jika telrjadi pelrsellisihan telrkait pelneltapan hasil pelmilihan kelpala 

daelrah, kelbelratan dapat diaju lkan kelpada Mahkamah Agulng (MA). 

Kelbelratan yang dapat diajulkan telrbatas pada hasil pelnghitulngan sulara yang 

belrdampak pada telrpilihnya pasangan calon. Olelh karelna itul, Ulndang-

Ulndang Nomor 32 Tahuln 2004 melmbelrikan welwelnang kelpada MA ulntulk 

melngadili selngkelta hasil pelnghitulngan sulara. Dalam melnjalankan 

kelwelnangan ulntulk melmultuls selngkelta hasil pelnghitulngan sulara kelpala 

daelrah di tingkat kabulpateln dan kota, MA dapat melndellelgasikan tulgas ini 

kelpada pelngadilan tinggi. Rincian lelbih lanjult melngelnai pelngatulran telrselbult 

dijellaskan dalam Pasal 106, selbagai belrikult: 

 
33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 Ayat (4) 
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1) Calon pasangan dapat melnelntang hasil pelmilihan kelpala daelrah dan 

wakil kelpala daelrah hanya kelpada Mahkamah Agulng, dan haru ls 

dilakulkan dalam waktul paling lama 3 (tiga) hari seltellah hasil 

pelmilihan diulmulmkan. 

2) Kelbelratan yang diajulkan selsulai delngan ayat (1) hanya bolelh telrkait 

delngan hasil pelrhitulngan sulara yang belrdampak pada kelmelnangan 

pasangan calon. 

3) Calon pasangan wajib melngajulkan kelbelratan kel Mahkamah Agulng, 

selbagaimana dijellaskan pada ayat (1), kel pelngadilan tinggi ulntulk 

pelmilihan kelpala daelrah dan wakil kelpala daelrah provinsi, dan ke l 

pelngadilan nelgelri ulntulk pelmilihan kelpala daelrah dan wakil kelpala 

daelrah kabulpateln/kota. 

4) Mahkamah Agulng haruls melmultulskan selngkelta hasil pelrhitulngan 

su lara selbagaimana diselbultkan pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 

14 hari seltellah melnelrima kelbelratan dari Pelngadilan Nelgelri, 

Pelngadilan Tinggi, ataul Mahkamah Agulng. 

5) Kelpultulsan Mahkamah Agu lng, selbagaimana dijellaskan dalam ayat (4), 

belrsifat final dan melngikat. 

6) Dalam mellaksanakan welwelnang selbagaimana diulraikan pada ayat (1), 

Mahkamah Agulng belrhak melndellelgasikan tulgas telrselbult kelpada 

Pelngadilan Tinggi ulntulk melnyellelsaikan selngkelta hasil pelrhitulngan 

su lara pelmilihan kelpala daelrah dan wakil kelpala daelrah kabulpateln dan 

kota. 

7) Kelpultulsan Pelngadilan Tinggi selbagaimana diatulr dalam ayat (6) julga 

belrsifat final. 

Delngan delmikian, pelnjellasan di dalam UlUl No. 32 Tahuln 2004, tidak 
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ada pelran ataul keltelrlibatan Mahkamah Konstitulsi (MK) dalam situlasi di 

mana ada selngkelta telrkait hasil pelnghitulngan sulara yang belrdampak pada 

telrpilihnya pasangan calon. Delngan kata lain, UlUl No. 32 Tahuln 2004 

selpelnulhnya melmbelrikan kelwelnangan telrselbult kelpada Mahkamah Agulng 

(MA). 

Risalah rapat DPR telrkait pelmbahasan UlUl Nomor 32 Tahuln 2004 

melncakulp belrbagai aspelk telrkait melkanismel pelmilihan kelpala daelrah. 

Diskulsi dimullai delngan pelmbahasan dasar konstitulsional, khulsulsnya Pasal 

18 Ayat (4) UlUlD 1945, yang melwajibkan pellaksanaan pilkada selcara 

delmokratis. Anggota DPR mulngkin tellah melmbahas bagaimana pelmilihan 

langsulng kelpala daelrah dianggap selbagai implelmelntasi nyata dari prinsip 

delmokrasi yang diamanatkan olelh konstitulsi.34 

Pelrtimbangan melngelnai melkanismel pelmilihan langsulng melnjadi 

fokuls belrikultnya dalam risalah. Lelgislator tellah melmpelrtimbangkan 

kelulntulngan dan tantangan yang telrkait delngan keltelrlibatan langsulng 

masyarakat dalam prosels pelmilihan, selrta dampaknya telrhadap lelgitimasi 

kelpelmimpinan lokal. Diskulsi melngelnai pelran partai politik dalam pelmilihan 

kelpala daelrah, khulsulsnya telrkait delngan pelngajulan pasangan calon, julga 

melnjadi bagian pelnting dari pelmbahasan telrselbult.  

Pelmilihan ulntulk melmbelrikan kelwelnangan pelnyellelsaian selngkelta 

hasil pelmilihan kelpada Mahkamah Agulng julga tellah melnjadi poin pelnting 

dalam risalah rapat. Lelgislators tellah melmbahas alasan di balik kelpultulsan 

telrselbult, telrmasulk pelrtimbangan telrkait kelcelpatan dan elfisielnsi 

pelnyellelsaian selngkelta selrta melngapa Mahkamah Agulng dianggap selbagai 

lelmbaga yang telpat ulntulk tulgas telrselbult. 

Pelneltapan Mahkamah Agulng selbagai lelmbaga selntral dalam 

pelnyellelsaian selngkelta hasil Pilkada didasarkan pada belbelrapa pelrtimbangan 

 
34 Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 
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krulsial. Selbagai lelmbaga pelradilan telrtinggi di Indonelsia, Mahkamah 

Agulng melmiliki otoritas hulkulm yang tinggi, melmbelrikan kelpastian 

telrhadap hasil selngkelta. Kelbelbasan dari telkanan politik dan 

indelpelndelnsinya dianggap melndulkulng keladilan dan intelgritas prosels 

hulkulm. Kelmampulan anggota Mahkamah Agulng, yang melmiliki kelahlian 

hulkulm yang melndalam, diharapkan dapat melnghasilkan kelpultulsan yang 

selsulai delngan prinsip-prinsip hulkulm yang belrlakul. Aspelk kelcelpatan dan 

elfisielnsi dalam melmbelrikan kelpultulsan julga melnjadi pelrhatian, melmastikan 

pelnyellelsaian selngkelta delngan celpat. Sellain itul, pelnulnjulkan Mahkamah 

Agulng melmbantul melnghindari keltelrlibatan politik lokal, melmastikan 

kelpultulsan yang obyelktif dan adil. Delngan delmikian, Mahkamah Agulng 

dianggap selbagai lelmbaga yang telpat ulntulk melmbelrikan kelpultulsan yang 

melndulkulng kelpastian hulkulm dan stabilitas politik dalam kontelks Pilkada. 

Sellanjultnya, risalah rapat melncakulp diskulsi telntang bagaimana 

melkanismel ini dapat melmastikan partisipasi aktif masyarakat dalam prosels 

pelmilihan ulntulk melningkatkan lelgitimasi pelmimpin telrpilih. Analisis 

dampak dari melkanismel pelmilihan langsulng dan pelnyellelsaian selngkelta 

dapat melncakulp pelrtimbangan telrkait stabilitas politik, kelamanan, dan 

dampak pada pelmbangulnan dan pelmelrintahan daelrah.  

Hal ini julga jellaskan lelbih rinci di dalam Risalah Sidang Plelno 

Pelmelriksaan Pelrsidangan Pelrkara 001/PUlUl-IV/2006 Pelnguljian Ulndang-

Ulndang telrhadap UlUlD 1945 dan Pelrkara 002/SKLN-IV/2006 telntang 

Pelrmohonan Pelnguljian Kelwelnangan Lelmbaga Nelgara yang dibelrikan UlUlD 

1945. Dalam risalah sidang telrselbult melnjellaskan Pasal 106 Ulndang-ulndang 

Nomor 32 Tahuln 2004 selcara telgas melngatulr dalam ayat (6) bahwa 

Mahkamah Agulng melmiliki kelwelnangan ulntulk melndellelgasikan 

pelnyellelsaian selngkelta hasil Pelmilihan Kelpala Daelrah dan wakil kelpala 

daelrah kabulpateln dan kota kelpada Pelngadilan Tinggi. Sellanjultnya, ayat (7) 
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melnjellaskan bahwa pultulsan yang dikellularkan olelh Pelngadilan Tinggi dalam 

kontelks ini belrsifat final. 

Pelnjellasan ayat (7) melnelgaskan bahwa sulatul pultulsan Pelngadilan 

Tinggi dianggap final jika tellah melmpelrolelh kelkulatan hulkulm teltap dan 

tidak dapat lagi diajulkan ulpaya hulkulm lelbih lanjult.35 Hal ini ditelgaskan pulla 

dalam Pelratulran Pelmelrintah Nomor 6 Tahuln 2005 Pasal 94 ayat (7), yang 

melnyatakan bahwa pultulsan Pelngadilan Tinggi yang dimaksuld belrsifat final 

dan melngikat. Artinya, seltellah pultulsan telrselbult melmpelrolelh kelkulatan 

hulkulm teltap, tidak ada lagi kelmulngkinan ulntulk mellaku lkan ulpaya hulkulm 

lelbih lanjult telrhadapnya. 

b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004 

Selcara historis, Mahkamah Konstitulsi tellah melnjadikan Pelmilihan 

Kelpala Daelrah (Pilkada) selbagai bagian intelgral dari ranah Pelmilihan 

Ulmulm (Pelmilul), selbagaimana diulngkapkan dalam Pultulsan No. 72-73/PUlUl-

II/2004. Dalam pelrtimbangan pultulsan telrselbult, Mahkamah Konstitulsi 

melnyampaikan pandangan bahwa selcara konstitulsional, pelmbulat ulndang-

ulndang melmiliki kelwelnangan u lntulk melmastikan bahwa Pilkada dianggap 

selbagai pelrlulasan dari konselp Pelmilul yang telrcantulm dalam Pasal 22El 

UlUlD 1945.36 Delngan delmikian, Mahkamah Konstitulsi melnelgaskan bahwa 

selgala pelrsellisihan telrkait hasil Pilkada selcara otomatis melnjadi 

kelwelnangan Mahkamah Konstitulsi selsulai delngan keltelntu lan Pasal 24C ayat 

(1) UlUlD 1945. Landasan hulkulm ini melnelmpatkan Pilkada dalam kelrangka 

hulkulm Pelmilul, melnjadikan Mahkamah Konstitulsi selbagai lelmbaga yang 

belrwelnang ulntulk melmelriksa, melngadili, dan melmultulskan sellulrulh 

pelrmohonan pelrsellisihan yang belrkaitan delngan hasil Pilkada. Delngan 
 

35 Menurut KBBI, Frase “final” berarti tahapan terakhir, frase “mengikat ” berarti menguatkan 

(mencengkam), memiliki arti yang saling terkait, artinya akhir dari suatu proses pemeriksaan, telah 

memiliki kekuatan mengeratkan atau menyatukan semua kehendak dan tidak dapat dibantah lagi. 
36 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 72-73/PUU-II/2004 
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delmikian, Mahkamah Konstitulsi melmiliki pelran selntral dalam melnjamin 

kelabsahan dan keladilan prosels Pilkada, melnciptakan dasar hulkulm yang 

kokoh dan melmbelrikan kelyakinan bahwa pelrsellisihan akan ditangani selcara 

transparan dan selsulai delngan prinsip-prinsip konstitulsional. 

Dalam pultulsan Nomor 072-073/PUlUl-II/2004 ini, Mahkamah 

Konstitu lsi (MK) melnyampaikan dula pokok bahasan yang sangat pelnting. 

Pelrtama, pelnjellasan melngelnai makna "dipilih selcara delmokratis" 

selbagaimana yang telrcantulm dalam Pasal 18 Ayat (4) UlUlD 1945. Keldula, 

MK melnyatakan bahwa pelmilihan kelpala daelrah selcara langsulng, yang 

diatulr olelh Ulndang-Ulndang Nomor 32 Tahuln 2004, dapat diklasifikasikan 

selbagai pelmilul selsulai delngan Pasal 22El UlUlD 1945. Delngan delmikian, 

atulran yang belrlakul ulntulk pelmilul melnulrult Pasal 22E l UlUlD 1945 julga 

belrlaku l ulntulk pelmilihan kelpala daelrah selcara langsulng.37 

Di dalam sulbstansi pelrtama, Mahkamah Konstitulsi (MK) melnyatakan 

bahwa ulntulk melmbelrikan intelrpreltasi telrhadap makna "dipilih selcara 

langsulng" selbagaimana dijellaskan dalam Pasal 18 Ayat (4) UlUlD 1945, MK 

melnghu lbulngkannya delngan Pasal 18B Ayat (1) UlUlD 1945. Pasal ini, 

selpelrti Pasal 18 Ayat (4), adalah hasil dari pelrulbahan Keldula UlUlD 1945. Isi 

Pasal 18B Ayat (1) melnyatakan: "Nelgara melngakuli dan melnghormati 

satulan-satulan pelmelrintah yang belrsifat khulsuls ataul belrsifat istimelwa yang 

diatulr delngan ulndang-ulndang."38 Delngan melrulmulskan konselp "dipilih 

selcara delmokratis," atulran melngelnai pelmilihan kelpala daelrah julga 

melmpelrtimbangkan pellaksanaan pelmilihan kelpala daelrah di daelrah-daelrah 

yang belrsifat khulsuls dan istimelwa, selbagaimana diatulr dalam Pasal 18B 

Ayat (1) UlUlD 1945. 

 
37 Indra Pahlevi, dkk, Pemilu Serentak Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia, Pusat Pengkajian, 

Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, Tahun 2015. 
38 Pasal 18B Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. 
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Telrhadap sulbstansi keldula, kelpultulsan ini selbelnarnya tellah melmbulka 

diskulsi melngelnai apakah pelmilihan kelpala daelrah (pilkada) telrmasulk dalam 

relzim pelmelrintahan daelrah ataul relzim pelmilihan ulmulm. Belrdasarkan 

pultulsan telrselbult, pelmilihan kelpala daelrah selcara langsulng dinyatakan 

belrada di bawah kelrangka hulkulm pelmelrintahan daelrah, bulkan kelrangka 

hulkulm pelmilihan ulmulm. Dalam pelrtimbangan pultulsan ini, telrkait delngan 

pelrdelbatan apakah pilkada langsulng dapat dikatelgorikan selbagai pelmilul 

yang selcara relsmi telrkait delngan keltelntulan Pasal 22E l UlUlD 1945 dan 

sellulrulh pelratulran tulrulnannya, Mahkamah Konstitulsi melnyatakan dan 

belrpelndapat bahwa Pilkada langsulng tidak telrmasulk dalam katelgori 

pelmilihan ulmulm selbagaimana dimaksuldkan Pasal 22El UlUlD 1945. Namuln 

delmikian Pilkada langsulng adalah pelmilihan ulmulm selcara matelriil ulntulk 

melngimplelmelntasikan Pasal 18 UlUlD 1945. Olelh karelna itul, dalam 

pelnyellelnggaraannya dapat belrbelda delngan Pelmilul selbagaimana dimaksuld 

dalam Pasal 22El UlUlD 1945, misalnya dalam hal relgullator, pelnyellelnggara, 

dan badan yang melnyellelsaikan pelrsellisihan hasil pilkada, melskipuln haruls 

teltap didasarkan atas asas-asas pelmilihan ulmulm yang belrlakul. 

Melnariknya, Kelpultulsan Nomor 072-073/PUlUl-11/2004 melnghadirkan 

pelrbeldaan pelndapat tiga hakim konstitulsi, yakni Laia Marzulki, Abdull 

Mulkthiel Fadjar, dan Marularar Siahaan, yang dinyatakan dalam disselnting 

opinion. Delngan telgas, melrelka melnulnjulkkan pelrbeldaan pandangan 

fulndamelntal telrkait delngan katelgorisasi pelmilihan kelpala daelrah langsulng, 

belrbelda jaulh delngan mayoritas hakim konstitulsi. 

Melskipuln mayoritas hakim konstitulsi melnyatakan bahwa pelmilihan 

kelpala daelrah langsulng telrmasulk dalam relzim pelmelrintahan daelrah, 

disselnting opinion dari keltiga hakim telrselbult julstrul melnyatakan bahwa 

pelmilihan kelpala daelrah langsulng selharulsnya diklasifikasikan selbagai 

pelmilihan ulmulm. Artinya, melnulrult melrelka, pelmilihan kelpala daelrah 
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langsulng selbelnarnya belrada dalam relzim pelmilul. Pandangan ini didasarkan 

pada pandangan bahwa prinsip-prinsip pelmilihan ulmulm tellah ditelrapkan 

dalam melkanismel pelmilihan kelpala daelrah, dan olelh karelna itul, relgullasi 

dan pellaksanaannya haruls tulndulk pada sistelm dan keltelntu lan yang telrcantulm 

dalam UlUlD 1945 Bagian VIIB telntang Pelmilihan Ulmulm, khulsulsnya Pasal 

22El Ayat (1) hingga Ayat (6). 

Selbagai konselkulelnsi dari pandangan telrselbult, jika pelmilihan kelpala 

daelrah langsulng dikatelgorikan selbagai pelmilul selsulai delngan Pasal 22El 

Ayat (2) UlUlD 1945, maka kelwelnangan ulntulk melmultulskan pelrsellisihan 

hasil pelmilihan kelpala daelrah langsulng akan melnjadi welwelnang Mahkamah 

Konstitu lsi (MK), bulkan Mahkamah Agulng (MA). 

Salah satul hakim dalam pultulsan 072-073/PUlUl-11/2004, belrpelndapat 

bahwa konselkulelnsi lainnya, keltika diselpakati bahwa Pilkada langsulng 

adalah PElMILUl melnulrult Pasal 22El ayat (2) UlUlD 1945 maka kelwelnangan 

melmultu ls pelrsellisihan telntang hasil Pilkada langsulng adalah Mahkamah 

Konstitu lsi, melnulrult Pasal 24 C ayat (1) UlUlD 1945, bulkan MA. 

Frasa kalimat konstitulsi yang melnyelbult kelwelnangan Mahkamah 

Agulng adalah melncakulpi, “…welwelnang lainnya yang dibelrikan olelh 

ulndang-ulndang”, selbagaimana telrmaktulb dalam Pasal 24A ayat (1) UlUlD 

1945 tidak dapat dipahami selbagai pelncakulpan kelwelnangan melmultuls 

pelrsellisihan hasil pelmilihan ulmulm karelna hal dimaksu ld tidak telrmasulk 

relchtsprelkelndel fulnctiel yang dibelrikan konstitulsi kelpada Mahkamah Agulng 

selhulbulngan delngan melngadili pelrsellisihan hasil pelmilihan ulmulm. 

Kelwelnangan lain dari Mahkamah Agulng, selbagaimana dimaksuld Pasal 24A 

ayat (1) UlUlD 1945 adalah kelwelnangan yang 120 dibelrikan atas dasar 

ulndang-ulndang dalam arti welt, Gelseltz, bulkan constitultionellel belvoelgheldeln 

dalam arti UlUlD ataul Grulndgelseltz. Constitultionellel belvoelgheldeln dalam hal 

melngadili pelrsellisihan hasil pelmilihan ulmulm hanya pada Mahkamah 
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Konstitu lsi, belrdasarkan Pasal 24 C ayat (1) UlUlD 1945. Kelwelnangan 

dimaksu ld dibelrikan olelh pelmbulat konstitulsi, tidak dapat disimpangi delngan 

melnyelrahkan kelwelnangan julstisial selmacamnya kelpada del weltgelvelr. 

Mahkamah Konstitulsi dalam Pultulsan Nomor 072-073/PUlUl-II/2004 

melngklasifikasikan Pelmilihan Kelpala Daelrah (Pilkada) selbagai bagian dari 

pelmilihan ulmulm selsulai delngan Pasal 22El UlUlD 1945. Argulmeln Mahkamah 

Konstitu lsi didasarkan pada intelrpreltasi bahwa Pilkada melrulpakan pelrlulasan 

dari konselp pelmilul yang telrcantu lm dalam Pasal 22El UlUlD 1945, khulsulsnya 

telrkait prinsip "dipilih selcara delmokratis" dalam Pasal 18 Ayat (4) UlUlD 

1945 yang dihulbulngkan delngan Pasal 18B Ayat (1) UlUlD 1945. 

Mahkamah Konstitulsi melnyatakan bahwa Pilkada, melskipuln tidak 

telrmasu lk dalam katelgori pelmilihan ulmulm Pasal 22El, teltap melnjadi 

pelmilihan ulmulm selcara matelriil ulntulk melngimplelmelntasikan Pasal 18 

UlUlD 1945. Sellain itul, Mahkamah Konstitulsi melnelmpatkan Pilkada dalam 

kelrangka hulkulm pelmelrintahan daelrah, bulkan pelmilihan ulmulm selsulai Pasal 

22El. Hal ini melmulngkinkan pelrbeldaan relgullasi dan pellaksanaan, melskipuln 

teltap didasarkan pada asas-asas pelmilihan ulmulm yang belrlakul. Melski 

mayoritas hakim melnyatakan bahwa Mahkamah Agulng tidak melmiliki 

kelwelnangan melmultuls pelrsellisihan hasil Pilkada, telrdapat disselnting opinion 

dari tiga hakim konstitulsi yang melmandang Pilkada selharulsnya 

diklasifikasikan selbagai pelmilihan ulmulm dan, selbagai konselkulelnsinya, 

kelwelnangan melmultuls pelrsellisihan hasil Pilkada selharulsnya melnjadi 

welwelnang Mahkamah Konstitu lsi selsulai Pasal 24C Ayat (1) UlUlD 1945. 

Elvalulasi telrhadap kelkulatan argulmeln Mahkamah Konstitulsi belrgantulng 

pada pandangan hulkulm dan intelrpreltasi konstitulsional masing-masing 

pihak. 
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c. UU Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum 

dan UU Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua UU Nomor 

32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 

Seliring delngan pelrkelmbangan waktul dan belrdasarkan pelngalaman 

pelnyellelnggaraan pelmilul selbellulmnya, dipelrlulkan pelrbaikan pada keltelntulan 

pelrulndang-ulndangan yang melngatulr pellaksanaan pelmilul. Pelnyelmpulrnaan 

pada pelratulran pelrulndang-ulndangan yang melngatulr pelnyellelnggaraan 

pelmilul belrtuljulan ulntulk melningkatkan fulngsi pelrelncanaan, pellaksanaan, 

pelngawasan, dan elvalulasi. Olelh karelna itul, pada tanggal 19 April 2007, 

direlsmikan Ulndang-Ulndang Nomor 22 Tahuln 2007 telntang 

Pelnyellelnggaraan Pelmilihan Ulmulm (UlUl No. 22 Tahuln 2007). Pelnjellasan 

dari ulndang-ulndang ini melnyatakan bahwa pelrulbahan yang signifikan 

dalam u lndang-ulndang ini melncakulp relgullasi telrkait lelmbaga pelnyellelnggara 

Pelmilihan Ulmulm ulntulk Anggota Delwan Pelrwakilan Rakyat, Delwan 

Pelrwakilan Daelrah, dan Delwan Pelrwakilan Rakyat Daelrah, Pelmilihan 

Ulmulm Prelsideln dan Wakil Prelsideln, selrta Pelmilihan Ulmulm Kelpala Daelrah 

dan Wakil Kelpala Daelrah. Selmula keltelntulan ini selbellulmnya diatulr dalam 

belbelrapa pelratulran pelrulndang-u lndangan yang kelmuldian tellah dipelrbaiki 

dan digabulng melnjadi satul ulndang-ulndang yang lelbih komprelhelnsif. 

Telrkait delngan pelmilihan kelpala daelrah, Ulndang-Ulndang Nomor 22 

Tahuln 2007 melngatelgorikan prosels telrselbult selbagai bagian dari relzim 

pelmilihan ulmulm. Hal ini dijellaskan dalam Pasal 1 Ayat (4) UlUl 39telrselbult. 

“Pelmilihan Kelpala Daelrah dan Wakil Kelpala Daelrah adalah 

Pelmilul ulntulk melmilih kelpala daelrah dan wakil kelpala daelrah 

selcara langsulng dalam Nelgara Kelsatulan Relpulblik Indonelsia 

belrdasarkan Pancasila dan UlUlD 1945.” 

 
39 Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007. 
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Ulndang - Ulndang No. 32 Tahuln 2004 diulbah delngan UlUl Nomor 12 

Tahuln 2008 telntang Pelrulbahan Keldula atas UlUl Nomor 32 Tahuln 2004 

telntang Pelmelrintahan Daelrah (UlUl No. 12 Tahuln 2008). Telrkait delngan 

konflik hasil pelmilihan kelpala daelrah, Pasal 236C UlUl Nomor 12 Tahuln 

2008 melnyatakan, "Pelnanganan selngkelta hasil pelrhitulngan sulara pelmilihan 

kelpala daelrah dan wakil kelpala daelrah olelh Mahkamah Agulng dialihkan 

kelpada Mahkamah Konstitulsi paling lama 18 (dellapan bellas) bullan seljak 

ulndang-ulndang ini diulndangkan."40 

Apabila pelnanganan selngkelta hasil pelrhitulngan sulara pelmilihan 

kelpala daelrah dipindahkan kel Mahkamah Konstitulsi, hal ini melnulnjulkkan 

bahwa pelmilihan kelpala daelrah selcara langsulng dianggap selbagai bagian 

dari kelrangka hulkulm pelmilul. Delngan dikatelgorikan selbagai pelmilul, 

pelnyellelsaian konflik hasil pelmilihan melnjadi kelwelnangan Mahkamah 

Konstitu lsi. Pelningkatan kelwelnangan Mahkamah Konstitulsi julga telrcelrmin 

dalam UlUl Nomor 48 Tahuln 2009 telntang Kelkulasaan Kelhakiman. Pasal 29 

Ayat (1) hulrulf el melnyatakan bahwa Mahkamah Konstitulsi melmiliki 

kelwelnangan ulntulk melmelriksa dan melmultulskan selngkelta hasil pelmilihan 

kelpala daelrah selsulai delngan pelratulran pelrulndang-ulndangan.41 Delngan 

delmikian, Pasal 236C UlUl No. 12 Tahuln 2008 melnjadi dasar hulkulm yang 

melmpelrkulat kelwelnangan Mahkamah Konstitulsi dalam melnangani konflik 

hasil pelmilihan kelpala daelrah, yang dalam formullasi hulkulmnya 

melnggu lnakan istilah "selngkelta hasil pelnghitulngan sulara".42 

Pelrbeldaan sikap antara MK, DPR, dan Pelmelrintah telrkait delngan 

 
40 Pasal 236C UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang revisi kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang pemerintahan daerah 
41 Pasal 29 Ayat (1) huruf e Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman 
42 Mardian Wibowo, Mengakhiri Pembelahan Pemilihan Umum, 

https://www.kompas.id/baca/opini/2022/10/16/mengakhiri-pembelahan-pemilihan-umum diakses 

pada 30 Januari 2024 Pukul 22.31 WIB. 

https://www.kompas.id/baca/opini/2022/10/16/mengakhiri-pembelahan-pemilihan-umum
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katelgorisasi Pilkada selbagai relzim pelmilul ataul bulkan mulngkin 

melncelrminkan pelrbeldaan intelrpreltasi telrhadap keltelntu lan konstitulsional, 

pelrtimbangan hulkulm, dan aspelk politik. 

DPR, selbagai lelmbaga lelgislatif, mulngkin melmiliki pelrtimbangan 

yang mellibatkan aspirasi politik dan pandangan konstituleln melrelka. Melrelka 

mulngkin ingin melmastikan bahwa pelratulran yang dibu lat melncelrminkan 

kelinginan dan harapan masyarakat selrta melndulkulng stabilitas politik. 

Pelmelrintah, selbagai pelmbulat kelbijakan elkselkultif, mulngkin melmiliki 

pelrtimbangan telrkait delngan elfisielnsi dan elfelktivitas pelnyellelnggaraan 

pelmilihan. Kelpultulsan melrelka mulngkin dipelngarulhi olelh pelrtimbangan 

administratif dan opelrasional, selrta kelbijakan nasional telrkait pelmilihan 

ulmulm. 

Mahkamah Konstitulsi, selbagai lelmbaga yuldikatif, akan lelbih belrfokuls 

pada intelrpreltasi konstitulsional dan prinsip-prinsip hulku lm. Kelpultulsan MK 

mulngkin melncelrminkan pandangan bahwa Pilkada, melskipuln belrbelda 

dalam pellaksanaannya, teltap melrulpakan bagian dari relzim pelmilul dan olelh 

karelna itul selharulsnya tulndulk pada kelrangka hulkulm pelmilul yang lelbih 

ulmulm. 

Dalam prosels pelnyulsulnan Ulndang-Ulndang Nomor 22 Tahuln 2007 

telntang Pelnyellelnggaraan Pelmilihan Ulmulm (UlUl No. 22 Tahuln 2007), DPR 

dan Pelmelrintah melmiliki pandangan yang melndulkulng pelnelmpatan 

Pelmilihan Kelpala Daelrah (Pilkada) selbagai bagian dari relzim pelmilul. 

Argulmeln yang melrelka kelmulkakan mellibatkan pelngakulan Pilkada selbagai 

prosels pelmilihan ulmulm yang mellibatkan partisipasi langsulng warga nelgara. 

Pandangan ini didasarkan pada sifat Pilkada yang mellibatkan pelmulngultan 

sulara langsulng olelh rakyat, selru lpa delngan melkanismel pelmilul pada tingkat 

nasional. Sellain itul, ada kelmulngkinan bahwa argulmelntasi telrselbult 

didasarkan pada konsistelnsi delngan prinsip-prinsip delmokrasi, di mana 
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melmbelrikan hak sulara langsu lng kelpada warga nelgara ulntulk melmilih 

pelmimpin melrelka dianggap selbagai langkah pelnting ulntulk melningkatkan 

relprelselntasi dan partisipasi pulblik dalam sistelm pelmelrintahan. 

Pelmikiran telrselbult ju lga melncakulp pelrtimbangan telntang 

kelbelrlanjultan dan kelsinambulngan sistelm pelmilihan di selmula tingkatan 

pelmelrintahan. Delngan melmasulkkan Pilkada kel dalam relzim pelmilul, DPR 

dan Pelmelrintah mulngkin ingin melnciptakan konsistelnsi dalam atulran dan 

proseldu lr pelmilul yang belrlakul di tingkat nasional dan lokal. Telrdapat pulla 

kelmulngkinan bahwa argulmeln yang diajulkan belrsandar pada aspelk hulkulm 

dan konstitulsional, delngan melnelkankan intelrpreltasi telrhadap norma 

konstitulsional yang telrkait delngan hak politik warga nelgara. 

E lfisielnsi dan koordinasi dalam pelnanganan pelrsellisihan hasil Pilkada 

melnjadi pelrtimbangan pelnting. Delngan melmasulkkan Pilkada dalam relzim 

pelmilul, kelwelnangan pelnanganan selngkelta hasil Pilkada dialihkan kel 

Mahkamah Konstitulsi. Hal ini dapat dianggap selbagai langkah ulntulk 

melnciptakan elfisielnsi dan koordinasi yang lelbih baik dalam melnangani 

pelrsellisihan hasil pelmilihan, selrta melnyellaraskan proseldulr hulkulm ulntulk 

pelmilihan ulmulm di sellulrulh tingkatan pelmelrintahan. Melskipuln informasi 

spelsifik melngelnai argulmeln DPR dan Pelmelrintah tidak telrseldia, asulmsi-

asulmsi telrselbult melmbelrikan gambaran ulmulm melngelnai faktor-faktor yang 

mulngkin melmotivasi sikap dan argulmelntasi melrelka telrkait pelnelmpatan 

Pilkada dalam relzim pelmilul. 

d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XII/2013 

Jika kita melruljulk pada UlUlD 1945, selbelnarnya tidak ada keltelntulan 

elksplisit yang melnyatakan bahwa Mahkamah Konstitulsi melmiliki 

kelwelnangan ulntulk melnyellelsaikan pelrsellisihan melngelnai hasil Pilkada. 

Yang telrdapat dalam UlUlD 1945 adalah bahwa Mahkamah Konstitulsi 
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melmiliki kelwelnangan ulntulk melnangani pelrsellisihan hasil Pelmilul. Melngacul 

pada Pasal 24C ayat (1) UlUlD 1945, tulgas Mahkamah Konstitulsi mellibatkan 

pelmelriksaan telrhadap kelselsulaian UlUl delngan UlUlD 1945, pelnyellelsaian 

pelrsellisihan kelwelnangan antarlelmbaga nelgara yang diatu lr olelh UlUlD 1945, 

pelngambilan kelpultulsan telrkait pelmbulbaran partai politik, dan pelnyellelsaian 

selngkelta hasil pelmilul.43 

Olelh karelna itul, pada tahuln 2013, Mahkamah Konstitulsi mellaluli 

pultulsan telrtelntul (Pultulsan Nomor 97/PUlUl-XI/2013) melnyatakan bahwa 

Pelmilul dan Pilkada adalah dula aspelk yang belrbelda. Akibatnya, Mahkamah 

Konstitu lsi melnyatakan bahwa melrelka tidak melmiliki kelwelnangan ulntulk 

melnangani pelrsellisihan hasil Pilkada.44 

Pada tahuln 2013, Mahkamah Konstitulsi melngellularkan kelpultulsan 

(Pultulsan Nomor 97/PUlUl-XI/2013) yang selcara pokok melnyatakan hal 

belrikult: 

1) Pilkada tidak dapat dianggap selbagai bagian dari Pelmilul 

selbagaimana yang dimaksuld dalam Pasal 22El UlUlD 1945. 

2) Jika Pilkada dianggap selbagai bagian dari Pelmilul dan Mahkamah 

Konstitulsi melmiliki kelwelnangan ulntulk melnyellelsaikan pelrsellisihan 

hasilnya, hal telrselbult dianggap tidak selsulai delngan niat awal Pelmilul, 

yang selharulsnya dilakulkan seltiap lima tahuln selkali. 

3) Melmpelrlulas kelwelnangan Mahkamah Konstitulsi ulntulk melngadili 

pelrsellisihan hasil Pilkada delngan melmpelrlulas intelrpreltasi Pasal 22E l 

UlUlD 1945 dianggap tidak selsulai delngan konstitulsi. 

4) Melskipuln Mahkamah Konstitulsi tidak melmiliki kelwelnangan ulntulk 

melngadili pelrsellisihan hasil Pilkada, hal telrselbult tidak melnyelbabkan 

 
43 Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 
44 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 
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pelmbatalan ataul kelhilangan kelkulatan hulkulm melngikat dari selmula 

kelpultulsan Mahkamah Konstitulsi seljak tahuln 2008. 

5) Agar melnghindari keltidakpastian dan kelvakulman dalam 

pelnyellelsaian pelrsellisihan hasil Pilkada yang diselbabkan olelh 

keltiadaan Ulndang-Ulndang yang melngatulr, kelwelnangan Mahkamah 

Konstitulsi dalam hal telrselbult teltap belrlakul. 

Melskipuln Mahkamah Konstitulsi tidak melmiliki kelwelnangan ulntulk 

melmultu lskan pelrsellisihan hasil Pilkada, Mahkamah Konstitulsi melnyarankan 

pelmbelntulkan lelmbaga khulsuls yang belrtulgas melnangani pelrsellisihan 

telrselbult. Langkah ini diambil ulntulk melncelgah telrjadinya kelkosongan 

hulkulm (relcht vacululm). Namuln, sellama bellulm ada ulndang-ulndang yang 

melngatu lr lelmbaga telrselbult, Mahkamah Konstitulsi teltap belrwelnang ulntulk 

mellakulkan pelmelriksaan, pelngadilan, dan pelnyellelsaian pelrsellisihan hasil 

Pilkada. 

Mahkamah Konstitulsi (MK) dalam pultulsan Nomor 97/PUlUl-XI/2013 

melnelgaskan bahwa Pelmilihan Kelpala Daelrah (Pilkada) tidak dapat 

dianggap selbagai bagian dari Pelmilihan Ulmulm (Pelmilul) selbagaimana yang 

dimaksu ld dalam Pasal 22El UlUlD 1945. MK melnolak pelmahaman yang 

melmasu lkkan Pilkada kel dalam katelgori Pelmilul dan melnyatakan bahwa 

intelrpreltasi telrselbult tidak selsulai delngan niat awal Pelmilul yang selharulsnya 

dilakulkan seltiap lima tahuln selkali. Sellain itul, MK belrpelndapat bahwa 

melmpelrlulas kelwelnangan Mahkamah Konstitulsi ulntu lk melnyellelsaikan 

pelrsellisihan hasil Pilkada delngan melmpelrlulas intelrpreltasi Pasal 22El UlUlD 

1945 dianggap tidak selsulai delngan konstitulsi. 

Mahkamah Konstitulsi melnulnjulkkan kelsadaran akan kelbultulhan akan 

pelnyellelsaian pelrsellisihan hasil Pilkada dan melngulsullkan pelmbelntulkan 

lelmbaga khulsuls ulntulk tulgas telrselbult gulna melnghindari kelvakulman hulkulm. 
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Melskipuln Mahkamah Konstitulsi tidak melmiliki kelwelnangan ulntulk 

melmultu ls pelrsellisihan hasil Pilkada, MK teltap melmpelrtahankan otoritasnya 

dalam mellakulkan pelmelriksaan, pelngadilan, dan pelnyellelsaian pelrsellisihan 

telrselbult sellama bellulm ada ulndang-ulndang yang melngatu lr lelmbaga khulsuls 

telrselbult. 

Di sisi lain, pelndapat DPR dan Pelmelrintah melncakulp argulmeln ulntulk 

melnyelrtakan Pilkada selbagai bagian dari relzim pelmilul, melmandangnya 

selbagai kellanjultan dari prinsip delmokrasi dan partisipasi pulblik. Namuln, 

Mahkamah Konstitulsi melnelkankan pelrbeldaan antara Pilkada dan Pelmilul, 

melnyoroti keltelntulan-keltelntulan konstitulsional yang tidak selcara elksplisit 

melnyelbultkan Pilkada selbagai bagian dari welwelnang Mahkamah Konstitulsi. 

Dalam pelrspelktif hulkulm, kelkulatan argulmeln Mahkamah Konstitulsi 

tampak lelbih kulat karelna melruljulk langsulng pada keltelntulan konstitulsional 

dan melnghormati niat awal Pelmilul. MK julga melnulnju lkkan keltelrbulkaan 

telrhadap kelbultulhan pelnyellelsaian pelrsellisihan hasil Pilkada delngan 

melnyarankan pelmbelntulkan lelmbaga khulsuls. Selmelntara itul, pelndapat DPR 

dan Pelmelrintah mulngkin melncelrminkan intelrpreltasi yang lelbih lulas 

telrhadap pelmilul selbagai sulatul konselp, teltapi kelpultulsan MK melnelkankan 

pelrlulnya konsistelnsi delngan keltelntulan konstitulsional yang elksplisit. Dalam 

hal ini, MK melmbelrikan landasan yang lelbih kulat dari selgi lelgalitas dan 

konsistelnsi konstitulsional. 

e. Peradilan Khusus Pilkada 

1) Ulndang-Ulndang Nomor 8 Tahuln 2015 

Ulndang-Ulndang Nomor 8 Tahuln 2015 melrulpakan pelrulbahani dari 

Ulndang-Ulndang Nomor 1 Tahuln 2015 telntang Pelneltapan Pelratulran 

Pelmelrintah Pelngganti Ulndang-Ulndang Nomor 1 Tahuln 2014 telntang 

Pelmilihan Gulbelrnulr, Bulpati, dan Walikota. Salah satu l pelrulbahan yang 
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diatulr dalam Ulndang-Ulndang telrselbult adalah telrkait Pasal 157 yang 

melngelnai pelnanganan pelrsellisihan hasil pilkada, yang kini dirulmulskan 

selbagai belrikult:45 

1) Pelrkara pelrsellisihan hasil Pelmilihan akan dipelriksa dan diadili 

olelh lelmbaga pelradilan khulsuls. 

2) Lelmbaga pelradilan khulsuls selbagaimana diselbultkan pada ayat 

(1) akan dibelntulk selbellulm pellaksanaan Pelmilihan Ulmulm 

selrelntak nasional. 

3) Pelrkara pelrsellisihan telrkait pelneltapan pelrolelhan sulara hasil 

Pelmilihan akan dipelriksa dan diadili olelh Mahkamah Konstitulsi 

sampai telrbelntulknya lelmbaga pelradilan khulsu ls. 

4) Pelselrta Pelmilihan belrhak melngajulkan pelrmohonan pelmbatalan 

hasil pelnghitulngan sulara olelh KPUl Provinsi dan KPUl 

Kabulpateln/Kota kelpada Mahkamah Konstitulsi. 

5) Pelrmohonan pelselrta Pelmilihan kelpada Mahkamah Konstitulsi, 

selbagaimana diselbultkan pada ayat (4), haru ls diajulkan paling 

lambat 3 kali 24 jam seljak pelngulmulman pelneltapan pelrolelhan 

sulara hasil Pelmilihan olelh KPUl Provinsi dan KPU l 

Kabulpateln/Kota. 

6) Pelrmohonan selbagaimana diselbultkan pada ayat (5) haruls 

dilelngkapi delngan bu lkti dan kelpultulsan KPUl Provinsi selrta KPU l 

Kabulpateln/Kota telntang hasil relkapitullasi pelnghitulngan sulara. 

7) Jika pelngajulan pelrmohonan selbagaimana diselbultkan pada ayat 

(5) tidak lelngkap, pelmohon dapat melmpelrbaiki dan mellelngkapi 

 
45 Pasal 157 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota.  
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pelrmohonan paling lambat 3 kali 24 jam seljak pelrmohonan 

ditelrima olelh Mahkamah Konstitulsi. 

8) Mahkamah Konstitu lsi wajib melmultulskan kasuls pelrsellisihan 

selngkelta hasil Pelmilihan dalam waktul paling lama 45 hari seljak 

pelrmohonan ditelrima. 

Melnulrult Ulndang-Ulndang Nomor 8 Tahuln 2015, telrdapat tiga istilah 

yang digulnakan selcara belrsamaan, yaitul (1) "pelrsellisihan hasil pelmilihan," 

(2) "pelrsellisihan pelneltapan pelrolelhan sulara hasil pelmilihan," dan (3) 

"pelrsellisihan selngkelta hasil pelmilihan."46 Ulndang-Ulndang telrselbult 

melneltapkan bahwa pelrsellisihan hasil pilkada akan disellelsaikan olelh badan 

pelradilan khulsuls. Selbellulm pelmbelntulkan badan pelradilan khulsuls, 

pelnyellelsaian pelrsellisihan hasil pilkada dilakulkan olelh Mahkamah 

Konstitu lsi (MK). Olelh karelna itul, pelran dan keltelrlibatan MK melnulrult 

Ulndang-Ulndang Nomor 8 Tahuln 2015 melncakulp pelnyellelsaian pelrsellisihan 

hasil pilkada hingga telrbelntulknya badan pelradilan khulsuls. Seltellah badan 

pelradilan khulsuls telrbelntulk, dan paling lambat selbellulm pellaksanaan pilkada 

selrelntak nasional, MK tidak lagi telrlibat dalam pelnanganan selngkelta hasil 

pilkada. 

Norma yang diatulr dalam Ulndang-Ulndang Nomor 8 Tahuln 2015 

telntang pelnanganan pelrsellisihan hasil Pelmilihan Kelpala Daelrah (Pilkada) 

tellah diimplelmelntasikan seljak belrlakulnya ulndang-ulndang telrselbult. 

Pelnanganan pelrsellisihan hasil Pilkada mellibatkan pelmbelntulkan lelmbaga 

pelradilan khulsuls yang diteltapkan ulntulk melnangani kasuls-kasuls telrselbult. 

Selbellulm badan pelradilan khulsu ls telrbelntulk, Mahkamah Konstitulsi (MK) 

melmiliki kelwelnangan ulntulk melnyellelsaikan pelrsellisihan hasil Pilkada. 

 
46 Norma yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang penanganan 

perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). 
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Prosels implelmelntasi norma telrselbult melncakulp tiga istilah yang 

digulnakan selcara belrsamaan, yaitul "pelrsellisihan hasil pelmilihan," 

"pelrsellisihan pelneltapan pelrolelhan sulara hasil pelmilihan," dan "pelrsellisihan 

selngkelta hasil pelmilihan." Ulndang-Ulndang telrselbult melnjellaskan bahwa 

Mahkamah Konstitulsi akan melnangani pelrsellisihan hasil Pilkada hingga 

badan pelradilan khulsuls telrbelntulk. Seltellah pelmbelntulkan badan pelradilan 

khulsuls, dan paling lambat selbellulm pellaksanaan Pilkada selrelntak nasional, 

MK tidak lagi telrlibat dalam pelnanganan selngkelta hasil Pilkada.Melskipuln 

norma telrselbult tellah diatulr, implelmelntasinya mulngkin melnghadapi 

belbelrapa tantangan dan pelrmasalahan di tingkat pellaksanaan. Faktor-faktor 

selpelrti keltelrbatasan sulmbelr daya, komplelksitas pelnanganan selngkelta, ataul 

mulngkin keltidakpastian telrkait pelmbelntulkan badan pelradilan khulsuls dapat 

melmelngarulhi pellaksanaan norma telrselbult. Olelh karelna itul, elvalulasi telruls 

melnelru ls dan pelnyelsulaian melkanismel pelnanganan pelrsellisihan hasil Pilkada 

dapat dipelrlulkan ulntulk melmastikan elfelktivitas dan kelbelrlanjultan dari sistelm 

yang diatulr olelh Ulndang-Ulndang Nomor 8 Tahuln 2015. 

2) UlUl Nomor 10 Tahuln 2016 

Ulndang-Ulndang Nomor 10 Tahuln 2016 yang melrulpakan Pelrulbahan 

Keldula atas Ulndang-Ulndang Nomor 1 Tahuln 2015 telntang Pelneltapan 

Pelratulran Pelmelrintah Pelngganti Ulndang-Ulndang Nomor 1 Tahuln 2014 

telntang Pelmilihan Gulbelrnulr, Bulpati, dan Walikota melnjadi Ulndang-

Ulndang, melngamanatkan pelmbelntulkan badan pelradilan khulsuls. UlUl 

telrselbult melmbelrikan pelrintah melngelnai pelmbelntulkan badan pelradilan 

khulsuls selsulai delngan Pasal 157 ayat (1-3), yang melnyatakan:47 

(1) Pelrkara pelrsellisihan hasil Pelmilihan akan disellidiki dan 

dipultulskan olelh badan pelradilan khulsuls. 

 
47 Pasal 157 ayat (1-3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 
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(2) Badan pelradilan khulsuls yang dimaksuld dalam ayat (1) haruls 

dibelntulk selbellulm pellaksanaan Pelmilihan selrelntak nasional. 

(3) Kasuls pelrsellisihan pelneltapan pelrolelhan sulara pada tahap akhir 

hasil Pelmilihan akan dipelriksa dan dipultulskan olelh Mahkamah 

Konstitulsi sampai telrbelntulknya badan pelradilan khulsuls. 

Implelmelntasi telrhadap norma yang diatulr dalam Ulndang-Ulndang 

Nomor 10 Tahuln 2016, khulsulsnya pelmbelntulkan badan pelradilan khulsuls 

ulntulk melnangani pelrsellisihan hasil Pelmilihan, bellulm diatulr ataul bellulm 

telrlihat dalam praktik, belbelrapa faktor mulngkin dapat melnjadi 

pelnyelbabnya. 

Pelrtama, kelndala administratif dapat melnjadi faktor yang 

melmpelrlambat prosels implelmelntasi. Pelmbelntulkan badan pelradilan khulsuls 

melmelrlulkan pelrelncanaan yang matang, telrmasulk pelnganggaran, pelngatulran 

strulktulr organisasi, dan pelnulnjulkan pelrsonell yang selsulai. Komplelksitas 

administratif ini selringkali melmbultulhkan waktul ulntu lk disulsuln delngan 

celrmat agar badan pelradilan dapat belrfulngsi delngan baik. 

Keldula, keltelrbatasan sulmbelr daya, telrmasulk anggaran yang tidak 

melnculkulpi, dapat melnjadi hambatan dalam mellaksanakan norma telrselbult. 

Pelmbelntulkan dan opelrasionalisasi badan pelradilan khulsuls melmelrlulkan 

invelstasi kelulangan yang signifikan. Jika pelmelrintah melngalami 

keltelrbatasan anggaran, implelmelntasi norma telrselbult dapat telrtulnda ataul 

melngalami hambatan. 

Keltiga, adanya pelrulbahan kondisi politik dan hulkulm julga dapat 

melmpelngarulhi implelmelntasi. Prioritas pelmelrintah yang belrulbah, pelrulbahan 

dalam kelbijakan nasional, ataul pelrgelselran politik dapat melmelngarulhi 

kelcelpatan dan kelbelrlanjultan prosels implelmelntasi. Kelelmpat, kelmulngkinan 
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adanya pelrbeldaan intelrpreltasi ataul pelrdelbatan hulkulm telrkait norma telrselbult 

dapat melmpelrlambat prosels. Misalnya, telrdapat diskulsi telntang intelrpreltasi 

keltelntulan telrtelntul ataul pelrtelntangan delngan pelratulran hulkulm yang suldah 

ada. 

3.2 Potensi masalah yang akan terjadi terkait kembalinya kewenangan 

Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian perkara perselisihan hasil Pilkada 

terhadap pemilu serentak 2024 (Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022) 

Seljak tahuln 2005, pelrkelmbangan seljarah pelnyellelsaian pelrsellisihan 

hasil pelmilihan kelpala daelrah selcara langsulng di Indonelsia melneltapkan 

fakta hulkulm bahwa Mahkamah Konstitulsi tellah belrpelran selbagai badan 

pelradilan yang melnangani pelrsellisihan hasil pelmilihan kelpala daelrah dan 

wakil kelpala daelrah. Kelwelnangan ini dialihkan dari Mahkamah Agulng kel 

Mahkamah Konstitulsi pada tahu ln 2008 dan telruls belrlangsulng hingga saat 

ini.  

Dalam pultulsan Nomor 072-073/PUlUl-II/2004, Mahkamah Konstitulsi 

(MK) melmbahas dula pokok bahasan ultama. Pelrtama, MK melnjellaskan 

makna "dipilih selcara delmokratis" selbagaimana telrcantu lm dalam Pasal 18 

Ayat (4) UlUlD 1945. Keldula, MK melnyatakan bahwa pelmilihan kelpala 

daelrah selcara langsulng, yang diatulr olelh Ulndang-Ulndang Nomor 32 Tahuln 

2004, dapat diklasifikasikan selbagai pelmilul selsulai delngan Pasal 22El UlUlD 

1945. Olelh karelna itul, atulran yang belrlakul ulntulk pelmilul melnulrult Pasal 22E l 

UlUlD 1945 julga belrlakul ulntulk pelmilihan kelpala daelrah selcara langsulng. 

Delngan dasar ini MK melnggulnakan kelwelnangannya ulntulk melmultuls 

pelrsellisihan hasil Pilkada. 

Melskipuln telrdapat julga Pultulsan Mahkamah Konstitulsi Nomor 

97/PUlUl-XI/2013 yang melnyatakan bahwa selharu lsnya Mahkamah 

Konstitu lsi tidak melnangani pelrsellisihan hasil pelmilihan kelpala daelrah, 
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namuln kelnyataan hulkulm melnulnjulkkan bahwa Mahkamah teltap 

melnjalankan pelrannya selbagai badan pelradilan khulsuls pelmilihan dalam 

sifatnya yang selmelntara. 

Melskipuln telrdapat kelbelratan konselptulal/teloritis yang diultarakan olelh 

Mahkamah mellaluli Pultulsan Mahkamah Konstitulsi Nomor 97/PUlUl-

XI/2013, kelnyataan hulkulm telrselbult melnelgaskan bahwa Mahkamah teltap 

mellaksanakan fulngsi selbagai badan pelradilan khulsuls pelmilihan dalam 

sifatnya yang belrsifat selmelntara. Pelran ini, dari suldu lt pandang hulkulm 

Indonelsia, tellah ada seljak pelmbelrian kelwelnangan dari Mahkamah Agulng ke l 

Mahkamah Konstitulsi pada tahu ln 2008 dan sampai saat ini, pelran telrselbult 

bellulm pelrnah dilaksanakan olelh lelmbaga ataul badan pelradilan lain sellain 

Mahkamah Agulng dan Mahkamah Konstitulsi. 

Seltellah Mahkamah Konstitulsi melnginstrulksikan pelngatulran melngelnai 

lelmbaga khulsuls ulntulk melnangani pelrsellisihan hasil Pilkada, keltelntulan 

telrselbult akhirnya dimasulkkan kel dalam Ulndang-Ulndang Pelmilul, lelbih 

telpatnya diatulr dalam Pasal 157 ayat (3) UlUl Pelmilul. Melskipuln delmikian, 

hingga tahuln 2022, bellulm ada pelmbahasan lelbih lanju lt melngelnai Badan 

Pelradilan Khulsuls selhingga sampai saat ini bellulm telrbelntulknya Badan 

Pelradilan Khulsuls. Delngan tidak adanya pelmbelntulkan Badan Pelradilan 

Khulsuls yang belrtulgas melnangani pelrsellisihan hasil Pilkada, Pelrluldelm 

melngulji konstitulsionalitas Pasal 157 ayat (3) telrselbult di Mahkamah 

Konstitu lsi. 

Pelrmohonan telrselbult kelmuldian dipultuls olelh Mahkamah Konstitulsi 

mellaluli Pultulsan Nomor 85/PUlUl-XX/202248, yang selcara pokok 

melnyatakan: 

1) Belrdasarkan pelrkelmbangan seljarah, pelnyellelsaian pelrsellisihan hasil 

Pilkada di Indonelsia seljak tahuln 2005 tellah mellibatkan Mahkamah 

 
48 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 
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Konstitulsi selbagai badan pelradilan yang melnangani pelrsellisihan hasil 

Pilkada seltellah kelwelnangan telrselbult dipindahkan dari MA kel MK. 

2) Kelwelnangan selmelntara yang dibelrikan kelpada Mahkamah Konstitulsi 

haruls belrakhir selbellulm bullan dan tahuln telrtelntul. 

3) Mahkamah Konstitulsi bellulm mellihat adanya ulpaya konkrelt dari 

pelmbulat ulndang-ulndang ulntulk melmbelntulk Badan Pelradilan Khulsuls. 

4) Mahkamah Konstitulsi tidak lagi melmbulat pelrbeldaan antara relzim pada 

pelmilihan. 

5) Pelmilihan ulmulm yang dibelrlakulkan olelh Mahkamah Konstitulsi 

melncakulp pelmilihan ulmu lm ulntulk melmilih Prelsideln dan Wakil 

Prelsideln, DPR, DPD, DPRD tingkat provinsi, kabulpateln, dan kota, 

selrta pelmilihan kelpala daelrah provinsi, kabulpateln, dan kota. 

6) Altelrnatif yang lelbih melmulngkinkan ulntulk dilaksanakan selcara 

normatif dan elfisieln adalah tidak delngan melmbelntu lk Badan Pelradilan 

Khulsuls di bawah MK, mellainkan langsulng melnjadikan kelwelnangan 

Badan Pelradilan Khulsuls selbagai kelwelnangan Mahkamah Konstitulsi. 

7) Kelwelnangan Mahkamah Konstitulsi ulntulk melmelriksa dan melngadili 

pelrkara pelrsellisihan hasil Pilkada tidak lagi dibatasi "sampai 

dibelntulknya badan pelradilan khulsuls," mellainkan belrsifat pelrmaneln. 

8) Mahkamah Konstitulsi melngulngkapkan bahwa frasa "sampai 

dibelntulknya badan pelradilan khulsuls" dalam Pasal 157 ayat (3) UlUl No. 

8 Tahuln 2015 jo UlUl No. 10Tahuln 2016 haruls dihapuls ataul dinyatakan 

belrtelntangan delngan UlUlD 1945. 

Delngan pelnghapulsan pelrbeldaan antara relzim Pelmilul dan Pilkada, 

Mahkamah Konstitulsi mellaluli pultulsan (Pultulsan No. 85/PUlUl-XX/2022) 
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melnyatakan bahwa Mahkamah Konstitulsi melmiliki kelwelnangan ulntulk 

selcara pelrmaneln melmelriksa dan melngadili pelrkara pelrsellisihan hasil 

Pilkada. Sellain itul, pelmilihan u lmulm yang dapat diadili olelh Mahkamah 

Konstitu lsi melncakulp pelmilihan ulmulm ulntulk melmilih Prelsideln dan Wakil 

Prelsideln, DPR, DPD, DPRD tingkat provinsi, kabulpateln, dan kota, selrta 

pelmilihan kelpala daelrah provinsi, kabulpateln, dan kota. 

Pu ltulsan Mahkamah Konstitulsi (MK) Nomor 85/PUlUl-XX/2022 

melncelrminkan pelrulbahan yang signifikan dalam pelnafsiran 

konstitulsionalitas telrkait kelwelnangan pelnyellelsaian pelrsellisihan hasil 

Pilkada. Selbellulmnya, MK dalam Pultulsan Nomor 97/PUlUl-XI/2013 

melnyatakan bahwa Pilkada tidak telrmasulk dalam relzim Pelmilul 

selbagaimana diatulr olelh Pasal 22El UlUlD 1945. Namuln, delngan Pultulsan 

Nomor 85/PUlUl-XX/2022, MK melngulbah pandangan telrselbult dan 

melnyamakan relzim Pelmilul delngan relzim Pilkada.49 

Mahkamah Konstitulsi melmaparkan belbelrapa argulmelntasi hulkulm 

dalam pultulsannya. Pelrtama, Mahkamah melnggambarkan pelrkelmbangan 

seljarah pelnyellelsaian pelrsellisihan hasil Pilkada di Indonelsia seljak tahuln 

2005, melnulnjulkkan keltelrlibatan MK selbagai badan pelradilan yang 

melnangani pelrsellisihan hasil Pilkada seljak kelwelnangan dipindahkan dari 

Mahkamah Agulng kel MK pada tahuln 2008. 

Kelmuldian, MK melnyoroti kelwelnangan selmelntara yang dibelrikan 

kelpadanya, melnyatakan bahwa kelwelnangan telrselbult haruls melmiliki batas 

waktul. Namuln, karelna tidak ada ulpaya konkrelt dari pelmbulat ulndang-

ulndang ulntulk melmbelntulk Badan Pelradilan Khulsuls, MK melmultulskan ulntulk 

melnjadikan kelwelnangan telrselbu lt selbagai kelwelnangan pelrmaneln. 

Mahkamah Konstitulsi julga melnilai frasa "sampai dibelntulknya badan 

pelradilan khulsuls" dalam Pasal 157 ayat (3) UlUl No. 8 Tahuln 2015 jo UlUl 

 
49 Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 85/PUU-XX/2022 
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No. 10 Tahuln 2016 haruls dihapuls ataul dinyatakan belrtelntangan delngan 

UlUlD 1945. Delngan melnghapuls frasa telrselbult, MK melnyatakan 

kelwelnangannya selbagai pelnyellelsaian pelrsellisihan hasil Pilkada belrsifat 

pelrmaneln. 

Analisis telrkait pelrulbahan cara pandang MK melngindikasikan 

kelpelntingan elfisielnsi dan kontinulitas hulkulm. Pelnyelsu laian delngan fakta 

hulkulm yang melnulnjulkkan pelran aktif MK dalam melnangani pelrsellisihan 

hasil Pilkada seljak 2005 julga melnjadi faktor pelnelntul. MK melnawarkan 

altelrnatif solulsi yang dianggapnya lelbih melmulngkinkan selcara normatif dan 

elfisieln, melncelrminkan relspons telrhadap dinamika praktik hulkulm dan 

kelbultulhan elfisielnsi dalam melnangani pelrsellisihan hasil Pilkada di 

Indonelsia. Delngan delmikian, pelrulbahan cara pandang MK melncelrminkan 

adaptasi telrhadap kelbultulhan praktis dalam sistelm pelradilan di Indonelsia. 

Pelmilihan Ulmulm (Pelmilu l) dan Pelmilihan Kelpala Daelrah (Pilkada) 

akan dilaksanakan selcara belrsamaan pada tahuln 2024. Pelmilul dijadwalkan 

belrlangsulng pada tanggal 14 Felbrulari 2024 delngan tulju lan ulntulk melmilih 

Prelsideln dan Wakil Prelsideln, Anggota Delwan Pelrwakilan Rakyat (DPR), 

Delwan Pelrwakilan Daelrah (DPD), Delwan Pelrwakilan Rakyat Daelrah 

(DPRD) Provinsi, dan Delwan Pelrwakilan Rakyat Daelrah (DPRD) 

Kabulpateln/Kota. Selmelntara itul, Pilkada akan disellelnggarakan pada tanggal 

27 Selptelmbelr 2024 ulntulk melnelntulkan Gulbelrnulr dan Wakil Gulbelrnulr, 

Bulpati dan Wakil Bulpati, selrta/ataul Walikota dan Wakil Walikota. Dimana 

pada tahuln telrselbult, pelnyellelsaian pelrsellisihan hasil Pilkada suldah melnjadi 

kelwelnangan Mahkamah Konstitulsi selcara pelnulh. Delngan delmikian, 

telrdapat kelmulngkinan Potelnsi masalah yang akan telrjadi telrkait kelmbalinya 

kelwelnangan Mahkamah Konstitulsi dalam pelnyellelsaian pelrkara pelrsellisihan 

hasil Pilkada telrhadap pelmilul selrelntak 2024. Kelmulngkinan potelnsi masalah 

yang akan telrjadi telrselbult, dapat dianalisis dari belbelrapa pihak yang 
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melmiliki keltelrkaitan dalam bidang pelmilihan ulmulm, diantaranya dari pihak 

Komisi Pelmilihan Ulmulm (KPUl), Badan Pelngawas Pelmilul (Bawaslul), NGO 

(Pelrluldelm), dan Komitel Indelpelndeln Pelmantaul Pelmilul (KIPP). 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) 

Kelwelnangan pelmelriksaan dan melmultuls pelrkara selngkelta Pilkada, 

awalnya melrulpakan domain yang dipelgang olelh Mahkamah Agulng (MA), 

selbagaimana diatulr dalam keltelntulan Pasal 106 ayat (1) Ulndang-Ulndang 

Nomor 32 Tahuln 2004 telntang Pelmelrintah Daelrah, yang belrbulnyi:  

“Kelbelratan telrhadap pelneltapan hasil pelmilihan kelpala daelrah 

dan wakil kelpala daelrah hanya dapat diajulkan olelh pasangan 

calon kelpada Mahkamah Agulng dalam waktul paling lambat 3 

(tiga) hari seltellah pelneltapan hasil pelmilihan kelpala daelrah dan 

wakil kelpala daelrah.”50 

Namuln dalam pelrkelmbangannya kelwelnangan pelnyellelsaian selngkelta 

Pilkada ini belralih kelpada Mahkamah Konstitulsi (MK) seljak telrbitnya 

Ulndang-Ulndang Nomor 12 Tahuln 2008 telntang Pelru lbahan Keldula atas 

Ulndang-Ulndang Nomor 32 Tahu ln 2004 telntang Pelmelrintah Daelrah. Hal ini 

dijellaskan dalam pasal 236C yang belrbulnyi:  

“Pelnanganan selngkelta hasil pelrhitulngan sulara pelmilihan kelpala 

daelrah dan wakil kelpala daelrah olelh Mahkamah Agulng 

dialihkan kelpada Mahkamah Konstitulsi paling lama 18 (dellapan 

bellas) bullan seljak Ulndang-Ulndang ini diulndangkan.” 

Pada tahuln 2013, Mahkamah Konstitulsi melnyatakan dalam Pultulsan 

Mahkamah Konstitulsi Nomor: 97/PUlUl-XI/2013, bahwa Mahkamah 

Konstitu lsi tak belrwelnang dalam melmultuls pelrsellisihan hasil selngkelta 

Pilkada. Hal itul diselbabkan karelna Mahkamah Konstitulsi melnilai relzim 

pelmilihan ulmulm delngan pelmilihan kelpala daelrah adalah dula hal yang 

 
50 Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 
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belrbelda. Relzim pelmilihan ulmulm mellipulti; pelmilihan Anggota DPR, 

Anggota DPD, Prelsideln dan Wakil Prelsideln, dan Anggota DPRD Provinsi 

selrta Anggota DPRD Kabulpateln/Kota, seldangkan relzim pelmilihan kelpala 

daelrah mellipulti; pelmilihan Gulbelrnulr, Bulpati dan Walikota.  

Delngan delmikian melmasulkkan relzim pelmilihan kelpala daelrah kel 

dalam pelmilihan ulmulm delngan cara melmpelrlulas makna pelmilihan ulmulm 

dalam Pasal 22El UlUlD 1945 adalah Inkonstitulsional. Akan teltapi ulntulk 

melnghindari kelragul-ragulan, keltidakpastian, dan agar tidak telrjadinya 

kelkosongan hulkulm (relcht vaculu lm), Mahkamah Konstitu lsi melmelrintahkan 

kelpada pelmbelntulk ulndang-ulndang ulntulk melmbelntulk Badan Pelradilan 

Khulsuls ulntulk melmelriksa dan melmultuls pelrsellisihan hasil pelmilihan kelpala 

daelrah. Dikarelnakan pelmbelntulkan Badan Pelradilan Khu lsuls melmbultulhkan 

waktul baik dari selgi payulng hulkulm dan organisasinya, maka sellama Badan 

Pelradilan Khulsuls bellulm telrbelntulk, Mahkamah Konstitulsi teltap belrwelnang 

melngadili pelrsellisihan hasil Pilkada. 

Namuln, Badan Pelradilan Khulsuls ini tidak kulnjulng telrbelntulk, bahkan 

seltellah 4 (elmpat) kali pellaksanaan Pilkada, yaitul Pilkada 2015, Pilkada 

2017, Pilkada 2018, dan Pilkada 2020. Hingga akhirnya Mahkamah 

Konstitu lsi dalam Pultulsan Nomor: 85/PUlUl-XX/2022, melnyatakan bahwa 

frasa “sampai dibelntulknya badan pelradilan khulsuls” pada Pasal 157 ayat (3) 

Ulndang-Ulndang Nomor 10 Tahuln 2016 telntang Pelrulbahan Keldula Atas 

Ulndang-Ulndang Nomor 1 Tahuln 2015 telntang Pelneltapan Pelratulran 

Pelmelrintah Pelngganti Ulndang-Ulndang Nomor 1 Tahuln 2014 telntang 

Pelmilihan Gulbelrnulr, Bulpati, dan Walikota Melnjadi Ulndang-Ulndang, 

dicabult dan tidak melmpulnyai kelkulatan hulkulm melngikat, selhingga 

kelwelnangan ulntulk melngadili pelrsellisihan hasil selngkelta Pilkada diambil 

kelmbali kelpada Mahkamah Konstitulsi. 

Belrdasarkan ulraian telrselbult, selngkelta Pilkada melmang melrulpakan 
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pelrmasalahan yang culkulp pellik, selhingga kelwelnangan melngadilinya puln, 

selmpat belrpindah selakan dilelmpar kel kiri dan kel kanan, tidak ada yang 

“belrani” melnyelntulhnya. Pada pelrjalanannya puln, selngkelta hasil Pilkada, 

melmang lelbih elfelktif ditangani olelh Mahkamah Konstitu lsi, di mana speleldy 

trial yang ditelrapkan olelh Mahkamah Konstitulsi cu lkulp melmbelrikan 

keladilan sulbstantial dalam selngkelta hasil Pilkada. 

Mahkamah teltap telgulh melnelrapkan ambang batas pelngajulan 

pelrmohonan selngkelta hasil Pilkada yang melnjadi alasan lelgal standing 

pelngaju lan pelrmohonan olelh Pelmohon, selbagaimana diatulr dalam Ulndang-

Ulndang Nomor 10 Tahuln 2016 telntang Pelrulbahan Keldula Atas Ulndang-

Ulndang Nomor 1 Tahuln 2015 telntang Pelneltapan Pelratulran Pelmelrintah 

Pelngganti Ulndang-Ulndang Nomor 1 Tahuln 2014, selhingga pelrkara yang 

ditangani olelh Mahkamah Konstitulsi adalah yang selcara angka dapat 

melmpelngarulhi hasil. Namuln teltap, pada belbelrapa pelrkara yang dianggap 

olelh Mahkamah Konstitulsi tellah telrjadi forcel majelulr pada pellaksanaan 

Pilkada, Mahkamah Konstitulsi dapat belrsikap melngelsampingkan ambang 

batas, dan melrangselk masulk kel pokok pelrmohonan. Bahkan tidak seldikit 

pulla, Mahkamah Konstitulsi melmelrintahkan pelmulngu ltan sulara ullang, 

pelnghitulngan sulara ullang, akibat kondisi forcel majelulr telrselbult. 

Maka delngan tellah kelmbalinya kelwelnangan melmelriksa dan melmultuls 

selngkelta Pilkada, melnulrult KPUl adalah suldah sangat telpat ditangani olelh 

Mahkamah Konstitulsi, delngan mellihat kelmbali kelelfelktifan dan 

sistelmastisnya Mahkamah Konstitulsi dalam melnangani pelrkara selngkelta 

hasil Pelmilul dan hasil Pilkada sellama kulrang lelbih 20 (dula pullulh) tahuln 

telrakhir ini.  

Melngelnai delngan pelmbellajaran dari pelngalaman selbellulmnya dalam 

melnangani pelrsellisihan hasil Pilkada di Mahkamah Konstitulsi yang dapat 

ditelrapkan ulntulk melningkatkan elfelktivitas dan elfisielnsi dalam pelmilul 
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selrelntak 2024, melnulrult KPUl ada belbelrapa poin yang dapat dijadikan titik 

pelrbaikan adalah pelneltapan Daftar Pelmilih Teltap (DPT) yang dapat melnjadi 

pelrmasalahan krulsial dan melmbulat Mahkamah Konstitu lsi melmelrintahkan 

KPUl melngullang pelnyellelnggaraan Pelmilul ataul Pilkada. Sellain itul, 

pelrmasalahan Pelncalonan, di mana Calon ataul Pasangan Calon yang 

melndaftar selbagai pelselrta Pelmilul ataul Pilkada, harulslah selsulai delngan 

pelratulran pelrulndangan-ulndangan, selhingga tidak melnjadi cellah ulntulk 

dibatalkan pelncalonannya olelh Mahkamah, selbagaimana pelngalaman pada 

selngkelta hasil Pilkada 2020 lalul. 

Sellain itul, melngelnai pelningkatan belban kelrja yang mulngkin akan 

telrjadi dalam delngan kelmbalinya kelwelnangan melnyellelsaikan hasil pilkada 

dalam pelmilul selrelntak 2024 nantinya, melnulrult KPUl hal telrselbult bulkan 

melnjadi kelndala bagi Mahkamah Konstitulsi hal ini telrbu lkti bagaimana MK 

elfelktif dan celpat dalam pelnanganan selngkelta hasil Pilkada yang ditangani 

sellama ini, khulsulsnya dalam selngkelta hasil Pilkada Selrelntak 2015, 2017, 

2018, dan 2020. Selhingga, kelmbalinya kelwelnangan Mahkamah Konstitulsi 

dalam pelnyellelsaian pelrkara pelrsellisihan hasil Pilkada adalah hal yang 

sangat positif. Walaulpuln delmikian, teltap dipelrlulkan elvalulasi selcara belrkala 

dan pelrbaikan, selhingga prosels pelnyellelsaian pelrkara pelrsellisihan hasil 

Pilkada dapat lelbih elfelktif dan optimal. 

Kelmbalinya kelwelnangan pelnyellelsaian selngkelta Pilkada kelpada 

Mahkamah Konstitulsi (MK) dalam pelmilul selrelntak 2024 belrpotelnsi 

melmbawa dampak signifikan telrhadap Komisi Pelmilihan Ulmulm (KPUl). 

Belban kelrja KPUl mulngkin akan melningkat, telrultama dalam hal elvalulasi 

Daftar Pelmilih Teltap (DPT) dan pelnanganan prosels pelncalonan. Prosels 

pelncalonan yang keltat dan pelmelnulhan pelrsyaratan hulkulm dapat 

melmelrlulkan ulpaya dan waktul elkstra dari KPUl. 

Dalam hal ini, KPUl pelrlul melmastikan bahwa seltiap tahap pelmilihan, 
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mullai dari pelnyulsulnan DPT hingga velrifikasi pelncalonan, dilakulkan selcara 

telliti dan selsulai delngan relgullasi. Adanya pelningkatan komplelksitas tulgas ini 

dapat melngakibatkan telkanan tambahan pada sulmbelr daya dan waktul KPUl. 

Sellain itul, telrdapat potelnsi ulntu lk pelnulndaan dalam prosels pelmilihan jika 

KPUl melnghadapi tantangan yang lelbih belsar dalam melnangani selngkelta 

hasil Pilkada. 

Di sisi positif, kelhadiran Mahkamah Konstitulsi selbagai lelmbaga yang 

tellah telrbulkti elfelktif dapat dianggap selbagai jaminan adanya pelnyellelsaian 

selngkelta yang objelktif dan celpat. Melskipuln belgitul, pelnting bagi KPUl ulntulk 

belkelrja selcara koordinatif delngan MK dan melmastikan bahwa sellulrulh 

tahapan pelmilihan dilaksanakan selsulai delngan standar hu lkulm dan proseldulr 

yang belrlakul.51 

Selcara kelsellulrulhan, dampak kel KPUl dapat mellibatkan pelningkatan 

belban kelrja, tulntultan keltat dalam melmelnulhi pelrsyaratan hulkulm, dan 

pelrlulasan tanggulng jawab telrkait prosels selngkelta hasil Pilkada. Olelh karelna 

itul, stratelgi manajelmeln yang celrmat dan pelningkatan kapasitas KPUl dapat 

melnjadi kulnci ulntulk melngatasi potelnsi dampak nelgatif dan melmastikan 

kellancaran pelmilul selrelntak 2024. 

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) 

 Melnulrult Pelrluldelm salah satul potelnsi masalah yang mulngkin akan 

telrjadi dalam pelngelmbalian kelwelnangan Mahkamah konsititulsi dalam 

pelnyellelsaian pelrsellisihan hasil Pilkada adalah telrkait delngan belrtambahnya 

belban kelrja yang belrkaitan delngan kelwelnangan Mahkamah Konstitulsi 

lainnya, salah satulnya pelnguljian ulndang-ulndang. Selpelrti yang telrjadi pada 

tahuln 2020, melskipuln tidak selmula daelrah melnyellelnggarakan Pilkada, 

Mahkamah Konstitulsi selbeltullnya suldah kelwalahan ulntulk melnangani 

pelnyellelsaian hasil Pilkada, apalagi ada tulgas-tulgas wajib lainnya dan 

 
51 Hasil Wawancara dengan pihak KPU pada tanggal 18 Desember 2023 
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kelwelnangan-kelwelnangan lainnya selpelrti juldicial relvielw di dalam masa 

pelnanganan pelrsellisihan hasil pilkada itul jadi tidak telrtangani. 

Akan teltapi, hal ini suldah melnjadi daily activitynya Mahkamah 

Konstitu lsi keltika pelriodel pilkada. Dan di dalam Pilkada selrelntak 2024 nanti 

selbelnarnya akan lelbih mu ldah karelna MK akan melnjalankan 

kelwelnangannya dalam melnyellelsaikan pelrsellisihan hasil pilkada hanya 

dalam satul tahuln saja. Yang artinya, dalam lima tahuln itu l hanya selkali saja 

belkelrjanya. Belda delngan misalnya selbellulm-selbellulmnya pellaksanaan 

pilkada yang telrpisah-pisah, maka MK haruls belkelrja lelbih dari selkali dalam 

lima tahuln ulntulk hanya ulrulsan Pilkada. Seldangkan ulntulk pelmilul saja, hanya 

selkali dalam lima tahuln. 

Dan di sisi lain, telntul ada banyak pelrbaikan yang julga bisa dilakulkan 

olelh MK. Misalnya soal pelndaftaran pelrmohonan itul, dimana bisa dilakulkan 

selcara onlinel delngan melmanfaatkan telknologi informasi yang bisa 

dikelmbangkan olelh MK. Selhingga ulntulk ulrulsan pelndaftaran pelrmohonan 

itul suldah tidak melnjadi pelrsoalan lagi dan dapat dijadikan salah satul stratelgi 

ulntulk ulntulk kelmuldian melngatasi problelm tingginya belban kelrja yang akan 

dialami olelh MK pada pelriodel pelrsellisihan hasil Pilkada nanti. 

Tantangan hulkulm dalam pelnyellelsaian pelrsellisihan hasil Pilkada itul 

lelbih banyak pada hulkulm acaranya. Dimana, hulkulm acara telrselbult tidak 

telrlalul jellas jika dilihat dalam Ulndang-ulndang Pilkada karelna yang belrulbah 

ataul disahkan itul hanya kelwelnangannya saja, bulkan hulku lm acaranya. Maka 

kelmuldian yang pelnting ulntulk dilakulkan adalah selbellulm prosels pelrsellisihan 

hasil pilkada, pelnting bagi MK itul melnyulsuln hulkulm acaranya telrselbult 

mellaluli pelratulran Mahkamah Konstitulsi. Misalnya melnghadirkan saksi 

dalam pelrsidangan pelrsellisihan hasil pilkada telrkait delngan julmlah orang 

saksi yang bisa dihadirkan, apakah itul culkulp ulntulk kelmu ldian melmbulktikan 

kelculrangan telrhadap dalil kelculrangan dan julmlah  orang ahli julga yang bisa 
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dihadirkan. Karelna harulsnya hu lkulm acara MK itul ulntulk pelrsellisihan hasil 

pilkada ini bisa melmbelrikan kelmuldahan ulntulk pelmohon. Salah satul 

problelmnya dapat dilihat pelngalaman di 2010, kelmuldahan ulntulk pelmohon 

itul masih bellulm telrlihat. Itul telrultama keltika melnghadirkan saksi yang 

sangat telrbatas. Misalnya dalam satul kabulpateln hanya satul orang saksi, Itul 

sangat sullit ulntulk dibulktikan. Selhingga, ulntulk melnghadirkan saksi yang 

lelbih banyak telrselbult haruls diatulr di dalam hulkulm acara MK. Hal telrselbult 

yang kelmuldian haruls diantisipasi delngan cara melnyiapkan hulkulm acara 

MK, pelratulran Mahkamah Konstitulsi yang komprelhelnsif. 

Melskipuln melmiliki belbelrapa potelnsi masalah dan tantangan yang 

mulngkin akan telrjadi, Pelrluldelm teltap melnilai positif pelngelmbalian 

kelwelnangan pelrsellisihan hasil Pilkada telrselbult kelpada Mahkamah 

Konstitu lsi karelna pilkada itul melrulpakan bagian dari pelmilihan ulmulm dan 

itul julga konstitulsional. Hal itul dijellaskan di dalam Ulndang-Ulndang Dasar 

1945 telrkait kelwelnangan MK bahwa MK pulnya kelwelnangan ulntulk 

melnangani pelrsellisihan hasil pilkada dimana pilkada itul masulk dalam relzim 

pelmilul, maka pilkada itul konstitulsional keltika pelrsellisihan hasilnya 

ditangani olelh Mahkamah Konstitulsi. 52 

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) 

Dalam pelnyellelsaian pelrsellisihan selngkelta hasil Pilkada MK suldah 

melnjalankan tulgas dan kelwajibannya delngan sangat baik, selhingga dalam 

melnjalankan kelwelnangan pelnyellelsaian pelrsellisihan hasil Pelmilul selrelntak di 

tahuln 2024 diharapankan MK teltap profelsional dan selsulai delngan azaz 

Pelmilul  delngan prinsip langsulng, ulmulm, belbas, rahasia, juljulr dan adil haruls 

dipatulhi selsulai keltelntulan pelratu lran pelrulndang-ulndangan selbagai lelmbaga 

yuldikatif.  

Dalam melnjalankan kelwelnangan pelnyellelsaian hasil pilkada dalam 

 
52 Hasil wawancara dengan Pihak PERLUDEM pada tanggal 11 Desember 2023 
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pelmilul selrelntak 2024, salah satu l yang melnjadi potelnsi masalah yang akan 

telrjadi adalah adanya pelningkatan belban kelrja yang akan dialami 

Mahkamah Konstitulsi telrkait delngan kelwelnangan lainnya, salah satulnya 

juldicial relvielw. Namuln, melnulru lt Bawaslul hal ini bulkan melnjadi hal yang 

melmiliki potelnsi masalah karelna sellama prosels pelnyellelsaian pelrsellisihan 

hasil pelmilul maulpuln pilkada, maka Mahkamah Konstitu lsi ulntulk selmelntara 

melnulnda pelnguljian juldicial relvielw yang dilakulkan masyarakat seltellah 

selmula kelwelnangan pelnyellelsaian pelrsellisihan telrselbult telrsellelsaikan.53 

Posisi Bawaslul dalam pelrsellisihan hasil pelmilihan ulmulm maulpuln 

posisi Bawaslul adalah selbagai pelmbelri keltelrangan.  Di dalam prosels 

pelrsidangan di MK, Bawaslul selbagai wasit yang belrada ditelngah-telngah 

delngan prinsip adil, Juljulr, intelgritas profelsional dan selbagainya. Maka 

apabila telrdapat gulgatan, Bawaslul diminta keltelrangannya ulntulk 

melmbelrikan bagaimana prosels pelngawasan telrkait keljadian yang dijalankan 

olelh pelmohon yang melnulrult melrelka dianggap selbagai bulkan pellanggaran. 

Bawaslu l pada saat itul belrada di lokasi hasil pelngawasan, pelnellulsulran, 

pelnanganannya selpelrti apa. Bawaslul akan melmbelrikan keltelrangan selsulai 

delngan fakta dan kajian yang indelpelndeln ulntulk disampaikan kelpada MK, 

selhingga MK dapat melmultuls pelrkara delngan baik.  

kelmbalinya kelwelnangan Mahkamah Konstitulsi dalam pelnyellelsaian 

pelrkara pelrsellisihan hasil Pilkada melnulrult Bawaslul adalah hal yang positif. 

Karelna bawaslul mellihat bahwa MK telrulji dan mampu l maksimal ulntulk 

mellakulkan pelnyellelsaian pelrsellisihan hasil dalam prosels pelmelriksaan 

pelrsellisihan Pelmilul maulpuln Pilkada. 

Kelmbalinya kelwelnangan Mahkamah Konstitu lsi (MK) dalam 

pelnyellelsaian selngkelta Pilkada melmbawa seljulmlah potelnsi masalah bagi 

Badan Pelngawas Pelmilihan Ulmulm (Bawaslul). Salah satu l aspelk yang dapat 

 
53 Hasil wawancara dengan pihak Bawaslu pada tanggal 22 Desember 2023 
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melnjadi belban adalah pelningkatan belban kelrja yang signifikan. Prosels 

pelrsidangan di MK melmelrlulkan keltelrlibatan aktif dari Bawaslul, telrultama 

dalam melmbelrikan keltelrangan selbagai saksi ahli. Pelrsiapan intelnsif dan 

keltelrlibatan lelbih lanjult ini dapat melngakibatkan pelningkatan belban kelrja, 

yang mulngkin mellelbihi kapasitas sulmbelr daya manulsia dan anggaran yang 

dimiliki olelh Bawaslul. 

Sellain itul, keltelrbatasan sulmbelr daya melnjadi potelnsi masalah yang 

selriuls. Telrbatasnya pelrsonell dan anggaran dapat melmbatasi kelmampulan 

Bawaslu l ulntulk melmelnulhi tulntultan pelningkatan belban kelrja. Prosels 

pelnanganan selngkelta Pilkada dihadapkan pada komplelksitas yang 

melmelrlulkan kajian melndalam dan pelmahaman yang matang telrkait aspelk 

hulkulm dan telknisnya. Keltelrbatasan sulmbelr daya dapat melnghambat 

elfisielnsi dan elfelktivitas keltelrlibatan Bawaslul dalam pelrsidangan di MK. 

Delngan delmikian, Bawaslul pelrlul melngantisipasi potelnsi masalah ini 

delngan mellakulkan pelnyelsulaian stratelgis dalam manajelmeln sulmbelr daya 

dan pelningkatan kapasitas. Ulpaya ulntulk melmastikan telrseldianya sulmbelr 

daya yang melmadai, baik dari selgi pelrsonell maulpuln anggaran, melnjadi 

krulsial agar Bawaslul teltap dapat melnjalankan pelranannya selcara optimal 

dalam melndulkulng intelgritas dan kelbelrlangsulngan prosels delmokrasi, 

telrultama dalam kontelks pelnyellelsaian selngkelta Pilkada mellaluli Mahkamah 

Konstitu lsi. 

Komite Independen Pemantau Pemilu Indonesia 

Selbeltullnya, kelmbalinya kelwelnangan MK ulntulk melnyellelsaikan 

selngkelta    pilkada, bisa saja dikatakan belrtelntelntangan delngan Konstitulsi 

Pasal 24 C (1). Telrlelbih jika melruljulk ajaran pelnafsiran maulpuln maulpuln 

ajaran konstitulsi, pelnambahan welwelnang MK melnulrult Prof Bagir Manan, 

selmelstinya diatulr dalam UlUlD, bulkan olelh UlUl. Delmikian pulla, belrdasarkan 

Pultulsan MK No. 97/PUlUl-XI/2013, Pasal 236C UlUl No. 12 Tahuln 2008 dan 
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Pasal 29 ayat (1) hulrulf el UlUl No. 48 Tahuln 2009 yang melngatulr welwelnang 

pelmbelrian lain kelpada MK delngan UlUl dinyatakan belrtelntangan delngan 

UlUlD 1945. Melnulrult pandangan ini, pelmbelrian welwelnang ulntulk 

melnyellelsaikan selngkelta hasil pelmilulkada di masa melndatang tidak dapat 

lagi kelpada MK, kelculali welwelnang telrselbult dibelrikan delngan pelrulbahan 

(kellima) UlUlD 1945. 

Namuln, Pasca diteltapkannya pultulsan MK  85/2022, MK 

”melngu lpgradel” pandangannya melngelnai  pelmbellahan pelmilul delngan 

pilkada. Pelrulbahan  ini yang melnulrult kami, belrdampak selriuls karelna diikulti 

kelniscayaan konselptulal ulntulk tidak lagi melmpelrtahankan pelmbellahan 

antara pelmilul dan pilkada. Saat ini, pilkada yang diatulr Pasal 18 UlUlD 1945 

dianggap bagian dari pelmilul nasional yang diatulr Pasal 22El UlUlD 1945. 

Selbagai konselkulelnsi hilangnya pelmbellahan antara pelmilul dan 

pilkada, selhingga kelhadiran badan pelradilan khulsuls pilkada tidak lagi 

dipelrlulkan -- seltidaknya ulntulk pilkada 2024, selkalipuln dalam pultulsan MK 

85/2022 melnyelbultkan bahwa kelwelnangan MK melnangani selngkelta pilkada 

belrsifat pelrmaneln, namuln tidak melnultulp kelmulngkinan pellulang jika 

nantinya diskulrsuls melngelnai pellimpahan kelwelnangan ulntulk melnangani 

selngkelta pilkada akan kelmbali belrgullir. 

Kelndatipuln delmikian, kita melnilai bahwa pultu lsan Mk 85/2022 

melrulpakan langkah progrelsif ulntulk kelbultulhan praktis keltatanelgaraan dalam 

melnghidari telrjadinya kelkosangan hulkulm, melnjamin kelpastian hulkulm, 

melmbelrikan pelrlindulngan hulkulm bagi pihak yang telrdampak atas 

minimnya political will pelmbelntulk ulndangulndang ulntulk melmbelntulk badan 

pelradilan khulsuls pelmilul-kada. Pelrsoalan keltatanelgaraan yang krulsial ulntulk 

melmastikan kellelmbagaan yang melnyellelsaikan pelrsellisihan hasil pilkada 

adalah institulsi yang pulnya kelmampulan, sistelm, dan profelsionalitas yang 
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sangat baik ulntulk mellaksanakan kelwelnangan telrselbult, yakni MK selndiri.54 

Telntul atas pelnilaian telrselbult, kami belrharap MK dapat 

melnyellelsaikan selngkelta pilkada nantinya delngan elfelktif dan elfisieln, selrta 

melnghadirkan rulh keladilan dalam pelnyellelsaiannya. Melskipuln bellulm lama 

ini, tellah telrjadi skandal yang dipelrtontonkan selcara vullgar kelpada pulblik 

dalam tulbulh MK mellaluli pultulsan MK 90/2023 dan pultu lsan MK 141/2023, 

dirasa agak sullit ulntulk melnarulh kelpelrcayaan, bahkan ulntu lk selkadar harapan 

kelpada MK selndiri.  

Dula skandal pultulsan telrselbult, selcara tidak langsulng melnulrulnkan 

selcara dratis sikap distrulst masyarakat kelpada MK, karelna MK dianggap 

kelhilangan marwahnya selbagai pelnjaga konstitulsi delngan mellayani hasrat 

politik dinasti. Konselkulelnsinya, jika sistelm pelradilan dianggap tidak 

kreldibell dan telrkelsan tidak indelpelndeln ataul dianggap belrada di bawah 

kontrol lelmbaga elkselkultif ataul partai politik dalam pelmelrintahan, 

kreldibilitas sistelm pelnyellelsaian selngkelta pelmilul akan hilang. Dan, ellelctoral 

julsticel systelm yang didambakan, pelrlahan akan sulrult melnghilang. 

Felnomelna telrselbult akan selmakin telrang telrlihat, pada saat 

pelrsellisihan hasil pelmilul nantinya. Dan, ini bulkan hanya pelkelrjaan MK 

selorang, melskipuln Mk lah yang paling belrtanggulngjawab ulntulk 

melmullihkan nama dan citra baiknya – Lelbih dari itul, masyarakat sipil julga 

melsti bahul-melmbahul melmantaul seltiap tahapan pelnyellelnggaraan 

delmokratisasi ini delngan selkelsama. Selhingga, bangsa ini dapat 

melnghadirkan delmokrasi sulbstansial. 

 

 

 

 
54 Hasil wawancara dengan Komite Independen Pemantau Pemilu Indonesia pada tanggal 18 

Desember 2023 
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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Belrikult adalah kelsimpullan dari dula rulmulsan masalah dalam pelnellitian 

skripsi ini selbagai belrikult: 

1. Pelnyellelsaian pelrsellisihan hasil Pilkada pasca pelru lbahan UlUlD 1945 

selbellulm kelmbali melnjadi kelwelnangan Mahkamah Konstitulsi, telrdapat 

dinamika yang signifikan. Selbellulm Mahkamah Konstitulsi melndapatkan 

kelmbali kelwelnangannya, penyelesaian perselisihan hasil Pilkada 

menjadi kewenangan Mahkamah Agung dan Peradilan Khusus (akan 

tetapi belum terbentuk). Hal ini melnulnjulkkan pelrlulnya kajian 

melndalam telrkait implelmelntasi pelrulbahan konstitulsional dalam 

pelnyellelsaian pelrsellisihan hasil Pilkada. 

2. Dalam melnghadapi pelmilul selrelntak 2024, kelmbalinya kelwelnangan 

Mahkamah Konstitulsi dalam pelnyellelsaian pelrsellisihan hasil Pilkada 

melmbawa potelnsi masalah yang pelrlul dicelrmati. Pelningkatan julmlah 

Pilkada dapat melnimbullkan tantangan barul dalam pelnanganan 

pelrsellisihan. Peningkatam beban kerja, keltidakpastian hulkulm, 

kelculkulpan sulmbelr daya, dan pelrcelpatan prosels pelradilan melnjadi 

potelnsi masalah yang signifikan. Olelh karelna itul, pelrlul adanya kajian 

melndalam telrkait melkanismel yang dapat diimplelmelntasikan ulntulk 

melngatasi potelnsi masalah telrselbult, gulna melmastikan intelgritas dan 

kelbelrlanjultan prosels delmokratisasi dalam kontelks pelmilihan ulmulm 

selrelntak. 

4.2 Saran 

Belrikult adalah saran dari dula kelsimpullan rulmulsan masalah dalam pelnellitian 
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skripsi ini selbagai belrikult: 

1. Melngulatkan Pelran Mahkamah Konstitusi sebagai lelmbaga 

Pelnyellelsaian Pelrsellisihan Pilkada dengan mengubah UU Pilkada 

tentang lembaga penyelesaian hasil Pilkada kepada Mahkamah 

Konstitusi 

2. Pelngelmbangan Melkanismel Pelnyellelsaian Celpat: Disarankan ulntulk 

melngelmbangkan melkanismel pelnyellelsaian pelrsellisihan hasil Pilkada 

yang celpat dan elfisieln melnghadapi pelmilul selrelntak 2024. Pelnyulsulnan 

peldoman dan proseldulr yang jellas akan melmpelrcelpat prosels pelradilan, 

melngulrangi keltidakpastian hulkulm, dan melngoptimalkan waktul antara 

pelnyellelsaian pelrsellisihan dan pellaksanaan pelmilul. 
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